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ABSTRAK

MITA. Penerapan Sanksi Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur
Perspektif Figh Jinayah (Analisis Putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre),
(dibimbing oleh Bapak H. Sudirman L dan Bapak Aris).

Pokok masalah pada penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Mucikari
Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Figh Jinayah (Analisis Putusan
Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre). Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk
mengetahui : 1). Bagaimana penerapan sanksi mucikari terhadap anak di bawah
umur dalam putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN Pre. 2). Bagaimana perspektif
Figh Jinayah terhadap tindak pidana mucikari terhadap anak di bawah umur
dalam putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang
diperoleh data primer yang berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil
wawancara dan data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen
resmi yakni putusan Pengadilan Negeri Parepare, buku yang berkaitan dengan
penelitian ini dan lain-lain. Dengan tekhnik pengumpulan data yaitu observasi,
wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Dalam hal ini Pengadilan Negeri
Parepare menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan, pasal 761 jo. Pasal 88
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan
anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 88 tahun 1981
(KUHAP) dan peraturan lain yang bersangkutan. Hakim menjatuhkan pidana
penjara kepada Terdakwa selama 8 tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan
kurungan selama 2 bulan. 2). Dalam perspektif Figh Jinayah, hal ini perbutan
kejahatan mucikari terhadap anak di bawah umur yaitu kejahatan yang disengaja
melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak di bawah umur yang dapat
dikategorikan dalam jarimah ta’zir karena hukumannya tidak ditentukan dalam
Al-Qur’an dan Al-Hadist melainkan kewenangannya sepenuhnya diserahkan
kepada Ulil amri atau Hakim. Maka perkara Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre
dalam Figh Jinayah hukumannya belum sesuai dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh terdakwa.

Kata kunci : Figh Jinayah, Mucikari, Anak
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1. Konsonan

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada tabel beriku:

Huruf Arab Nama huruf latin Nama

) Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba B Be

O Ta T Te

< Tha Th te dan ha

z Jim J Je

z Ha h{ ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha

3 Dal D De

3 Dhal Dh de dan ha

) Ra R Er

) Zai g Zet

o Sin S Es

o Syin Sy es dan ye
o= Sad s{ es (dengan titik di bawah)
U= Dad d} de (dengan titik di bawah)
L Ta t} te (dengan titik di bawah)
L Za 7} zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ koma terbalik ke atas

¢ Gain G Ge

s Fa F Ef

A3 Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

8] Nun N En

9 Wau W We

A Ha H Ha

e Hamzah . Apostrof

S Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda (°).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
I Fathah A A
! Kasrah I I
i Dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda Nama Huruf Latin Nama
= fathah dan ya Al adani
5 fathah dan wau Au adanu
Contoh :

&€ kaifa

XV



Js : H{aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama
G /i fathah dan alif B a dan garis di
- atau ya A atas
. I dan garis di
& kasrah dan ya i> atas
; - u dan garis di
K dammah dan wau U atas
Contoh:
ala : Mata
>y :Rama
Js : Qali>
Ciad : Yamitu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah [t].

b. ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].
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c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut
terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).
Contoh :

Jaby1 4y Raudah al-atfal
i@ 4553 ; Al-madinah al-fadilah
&) Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :
kel Rabbana

el Najjaina
Gall Al-Haqq
=0 Al-hajj

225 Nu “‘ima

5 ‘Aduwwn

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah (i).
Contoh :
e ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

S ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)
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6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ¥
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang
ditransilterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah
maupun huruf gamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf
langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contohnya :

Sexl 1 Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)
3150 : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)
iaufay  : Al-Falsafah
3 - Al-Bila>du

7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif.
Contoh :
&34 Ta’muriina
(5 An-Naw’
¢ 1 Syai’un
Ehd Umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan

XViii



bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari
Al-Qur’an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus

ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fiz{ilal al-qur an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
Al-ibarat bi ‘umum al-lafz Ia bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (&)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah.

Contoh :
A 3aDinullah 4LBillagh
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

& 4aa ) 8 aaHum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman
Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan
untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

XiX



kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasl

Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lalladhibi Bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-ladhz unzila fih al-Qur an

Nazir al-Din al-Tusz

Abz Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi.

Contoh:

Abz al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abz

al- Walzd Muhammad (bukan : Rusyd, Abz al-Walid Muhammad lbnu)

Nas}r Hamid Absz Zaid, ditulis menjadi: Abz Zaid, Nas}r Hamid
(bukan: Zaid, Nas}r Hamid Ab )

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

I A

Swit. = subhanahu wa ta’ala

Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam
a.s. = ‘alaihi al-sallam

r.a = radiallahu ‘anhu
QS.../..4 = QS. Al-Nur 24:4

HR = Hadis Riwayat

XX



7. KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
8. UuU = Undang-Undang
9. PN = Pengadilan Negeri

C. Daftar Transliterasi
Beberapa transliterasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

EENEES : Jarimah

palal - Qisas

@ : Diyat

Bt : Ta’zir

Sl : Ar Rad wa Man’u

DAY sl - Ulil amri

s : Jinayah

Cie : Uqibah

CPREN : Hudud

A yaliales : Magasid Asy
Syariah

XXi



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mucikari merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang
mengakibatkan terjadinya suatu perzinahan. Mucikari berkaitan erat dengan
tindakan prostitusi. Prostitusi dalam kalangan masyarkat merupakan salah satu
mata pencaharian di mana wanita menjual diri dalam hal seksual kepada para
laki-laki hidung belang. Dalam prostitusi juga terbagi atas dua macam yaitu
Prostitusi terorganisir yaitu prostitusi yang membutuhkan pihak ketiga untuk
melancarkan aksinya yang biasa disebut dengan mucikari. Mucikari bertugas
untuk menjajakan para PSK kepada laki-laki hidung belang yang mau
menyewa jasa seks seorang PSK dengan tarif yang telah disepakati dan yang
nantiya akan dibagi berdasarkan dari hasil kesepakatan sebelunya. Kemudian
mucikari juga bertugas untuk menetukan tempat di mana PSK dan pelanggan
untuk bertemu dan menjalankan aksinya. Sedangkan prostitusi tidak
terosrganisir atau individu yaitu para wanita PSK tidak membutuhkan pihak
ketiga untuk menawarkan jasa PSKnya, mereka berjalan sendiri untuk
menawarkan dirinya kepada para pengguna PSK atau para laki-laki hidung
belang.

Prostitusi  terdapat di dalamnya beberapa pihak yang saling
berhubungan satu sama lain yaitu mucikari, PSK atau pelacur dan pelanggan.

PSK adalah orang yang berprofesi sebagai pemuas nafsu seksual pelanggan



dengan cara menyewakan tubuhnya. Seorang PSK tidak dapat bekerja tanpa
hadirnya pelanggan yang menginginkan jasa PSK dan mucikari yang
menghadirkan dan mengatur pertemuan antara PSK dengan pelanggan serta
menyediakan sarana untuk keduanya berupa rumah atau kamar.

Mucikari merupakan orang yang bertindak sebagai pemilik PSK dan
perantara. Muncikari juga dapat berperan dalam melindungi PSK dari
pelanggan yang merugikan PSK. Pada kebanyakan prostitusi, PSK biasanya
tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Mucikari bertindak sebagai
perantara antara keduanya dan dari hasil sewa PSK tersebut mucikari akan
menerima komisi yang proporsinya dibagi berdasarkan kesepakatan.*

Tidak sedikit juga mucikari mengangkat anak-anak menjadi PSK
dengan berbagai faktor baik itu dari faktor ekonomi dan dari faktor lingkungan
sosial anak. Orang tua yang kurang perhatian terhadap anak baik itu dari segi
pergaulan maupun dari segi pendidikan dapat mengakibatkan anak-anak
terjerumus ke dalam jalan yang salah. Perbuatan tersebut begitu
memprihatinkan karena anak-anak merupakan masa depan bangsa. Apalagi
anak dalam kalangan pelajar masih sangat mudah untuk dipengaruhi. Dan
tidak sedikit anak-anak yang terlibat dalam praktek prostitusi. Bahkan
sebagian dari mucikari ada yang melakukan eksploitasi terhadap anak kepada

para hidung belang dengan cara paksa atau dengan cara melakukan berbagai

! Rini Tri Utami, “Pertanggungjawaban Mucikari dan Pekerja Seks Komersial yang
Melakukan Perbuatan Asusila dengan Mendapatkan Keuntungan dengan 296,297 (Skripsi
Sarjana: Fakultas Hukum Unpas: Bandung, 2018).



modus penipuan. Salah satunya yaitu dengan modus menjajikan suatu
pekerjaan.

Belum ada hukum yang mengatur masalah prostitusi namun pengertian
mucikari secara yuridis merupakan seorang perempuan atau laki-laki yang
memfasilitasi dan menjadi kebiasaan sebagai perantara pelacur dan sebagai
sumber penghasilan yang mendapat keuntung dari bisnis tersebut. Mucikari
adalah perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam KUHP.

Larangan melakukan profesi mucikari dapat di lihat dalam Pasal 296
dan 506 KUHP. Sebagaimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang
yang dengan sengaja mempermudah jalannya pelacuran dan mengambil
keuntungan dari perbuatan tersebut maka diancam hukuman pidana berupa
pidana penjara.’

Dalam hukum pidana Islam, hakekatnya segala bentuk asusila
hukumnya haram karena segala perbuatan cabul yang dikakuan di luar
hubungan pernikahan merupakan zina. Zina adalah hubungan yang dilakukan
tanpa keraguan layaknya suami istri yang tidak terikat dalam tali pernikahan
secara sah dalam Islam.?

Dalam Islam, zina harus dihukum, yang dinyatakan dalam Al-Quran
dan As-Sunnah. Baik pelacur maupun pengguna terkena Hadd Zina. Islam

melarang keras prostitusi dan menempatkan mucikari, pelacur dan pengguna

% Tim Redaksi, KUHP & KUHAP (Yogyakarta: Cetre Posse, 2014).
® Neng Djubaedah, Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia
Ditinjau Dari Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010).



prostitusi atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun, karena
prostitusi adalah zina. Dalam hukum Islam, pekerjaan pelacur adalah haram
hukumnya sesuai ketentuan dalam an-Nur ayat 33.

Di awal surat An-Nur ayat 33 dikatakan bahwa orang yang tidak dapat
menikah harus menjaga kesuciannya agar Allah dengan rahmat-Nya
memberikan kesempatan kepada mereka. Perintah Allah termasuk larangan
zina. Selain larangan zina, dalam ayat 33 juga secara tegas melarang mucikari
yang menawarkan pelacuran untuk zina dan pelacuran.’

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti
masalah mucikari terhadap anak di bawah umur dalam putusan PN Parepare
Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre. Seorang mucikari atas nama Sri Darmawati
Alias Sri Alias Maser ditangkap oleh tim crime hunter dan unit VPPA
Satreskrim Polres Parepare, Sulawesi Selatan. Mucikari itu ditangkap saat
singgah mengisi BBM di sebuah SPBU di Kabupaten Sidrap, Jumat
(17/7/2020). Terdakwa diduga menjual anak di bawah umur kepada laki-laki
hidung belang dengan cara Terdakwa memboceng anak korban menuju
Kabupaten Sidendreng Rappang (SIDRAP) dan pada setelah sampai di
Kabupaten Sidrap, Terdakwa membawa ke Penginapan untuk bertemu dengan
laki-laki yang akan menyewanya berbuhubungan badan layaknya suami istri.

Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban masuk ke dalam kamar laki-laki

* Neng Djubaedah, Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam (Jakarta:
Kencana, 2009).



tersebut dan Terdakwa menunggu anak korban sampai selesai melayani laki-
laki hidung belang yang menyewa jasa seks anak korban di parkiran
penginapan. Terdakwa juga telah menjual anak korban kepada beberapa laki-
laki hidung belang dengan tarif mulai Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah)
sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak memberikan
gaji / upah kepada anak korban namun hanya memberikan makan sehari-hari
kepada anak korban, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa nikmati
sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana percakapan antara anak
korban dengan si laki-laki yang menyewa dirinya di dalam kamar, anak
korban bertanya “Siapa ki?” lalu laki-laki tersebut menjawab “Saya orang
yvang sewa ki~ dan anak korban bertanya lagi “Berapa kita sewakan ka” lalu
laki-laki tersebut menjawab “tidak ada nakasi ki teman ta kah ? sudah saya
bayar itu” kemudian anak korban menjawab “tidak ada nakasi ka”.

Dari kasus mucikari terhadap anak yang telah terjadi di Parepare maka
penulis mencoba untuk meneliti sanksi-sanksi apa sajakah yang akan
dijatuhkan kepada para pelaku mucikari terhadap anak dan bagaimana
pandangan Figh Jinayah terkait dengan kasus mucikari terhadap anak di
bawah umut dalam putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2020.PN Pre.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba untuk meneliti
dengan judul penelitian: “Penerapan Sanksi Kasus Muncikari terhadap
Anak di Bawah Umur perspektif Figh Jinayah (Analisis Putusan

Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre”



B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini
adalah:
1. Bagaimana penerapan sanksi kasus Muncikari terhadap Anak di

bawah umur dalam putusan nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre
2. Bagaimana perspektif Figh Jinayah terhadap Tindak Pidana
Muncikari terhadap Anak di bawah umur dalam putusan
nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi kasus Mucikari terhadap Anak
di bawah umur dalam putusan nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre
2. Untuk mengetahui perspektif Figh Jinayah terhadap Tindak Pidana
Mucikari terhadap Anak di bawah umur dalam putusan
nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre
D. Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran
terhadap penerapan sanksi kasus mucikari terhadap Anak di bawah
umur.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam

studi Agama islam khususnya Hukum Pidana Islam



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, maka kiranya perlu dilakukan tela’ah
ternadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini
dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan
rujukan dalam penelitian ini serta sekaligus sebagai upaya untuk menghindari
praktik duplikat atau plagiarisme yang marak terjadi belakangan ini.

Penelitian oleh Nadya Indah Sholekah, “Sanksi Terhadap Mucikari Dalam
Tindak Pidana Prostitusi Menurut Hukum Positif Dan Qanun Aceh”. Hasil
penelitian menjelaskan tentang larangan zina yang diatur dalam QS Al-Isra’ ayat
32 dan QS An-Nur ayat 2. Juga menjelaskan tentang mucikari atau penyedia jasa
prostitusi yang merekrut, mengirim, memindahkan atau menerima kekerasan dan
intimidasi dari seseorang untuk tujuan eksploitasi dan manfaat dari hasil
eksploitasi dan diberikan sebagai fasilitas atau mendorong perzinahan. Tindakan
ini dianggap melanggar Pasal 296 juncto Pasal 506 KUHP dan Pasal 12 juncto
Pasal 2 (1) UU Perdagangan Orang No. 21 Tahun 2007 dan melanggar ketentuan

Pasal 33 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Ada



persamaan dan perbedaan antara undang-undang dengan Qanun Aceh dan sanksi
bagi mucikari dari perspektif za zir.*

Adapun persamaan penulis dengan skripsi di atas yaitu objek penelitian
adalah sama-sama membahas tentang penerapan sanksi terhadap Mucikari. Dan
perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu skripsi di atas meneliti tentang
tindak pidana mucikari secara umum menurut Qanun Aceh sedangkan penulis
meneliti tentang tindak pidana mucikari terhadap Anak persfektif Hukum Islam.

Penelitian Oksidelfa Yanto “Prostitusi Online Sebagai Kejahatan
Kemanusiaan Terhadap Anak: Telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif ”.Dengan
hasil penelitian: Terungkapnya kasus prostitusi online menjadi bukti bahwa media
sosial adalah media yang ampuh untuk prostitusi. Kegiatan prostitusi ini
merupakan akibat dari penggunaan media sosial online yang tidak terbatas. Oleh
karena itu, negara dengan penduduk mayoritas Muslim harus menindak segala
bentuk prostitusi. Apabila prostitusi tidak dimusnahkan, itu akan menjadi bisnis
yang akan terus berkembang. Hal ini membuat Indonesia menjadi negara yang
melanggengkan kemaksiatan.?

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu objek

penelitian yang membahas prostitusi terhadap anak. Sedangkan perbedaan dengan

! Nadya Indah Sholekah, * Sanksi terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi
Menurut Hukum Positif dan QanunAceh” (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah: Surakarta , 2019)

? Oksidelfa Yanto,” Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Anak :
Telaah hukuam islam dan hukum positif” Ahkam :Vo. XVI, No. 2 ( juli 2016)
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penelitian di atas yaitu penelitian tersebut membahas tentang kejahatan prostitusi
melalui media online dan penulis membahas prostitusi secara langsung.

Penelitian oleh Ilwa Kusuma “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku
Kejahatan Mucikari di Kota Medan (Studi Kasus Polretabes Medan)”.
Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami bahwa faktor pelaku melakukan
tindak pidana mucikari ialah dikarnakan faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
Modusnya yaitu memperkenalkan wanita kepada lelaki hidung belang agar
digunakan jasa seks korban. Berdasarkan hal ini upaya aparat Kepolisian
Polrestabes Medan melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada orang tua, Guru
sekolah, Pemerintah, Tokoh adat, Masyarakat dan juga LSM (Lembaga Swadaya
Masyarakat).?

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas yaitu objek
penelitian tentang kejahatan mucikari. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek
penelitian di atas tentang tinjauan kriminologi terhadap pelaku kejahatan mucikari
sedangkan penulis lebih ke penerapan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari.

B. Tinjauan Teori

Beberapa referensi teori dan konsep digunakan dalam penelitian ini,

menjadi dasar untuk menganalisis masalah yang diteliti dan menjawab masalah

dari topik penelitian. Teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Pemidanaan

* Iwa Kusuma, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Mucikari di Kota
Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)”,(Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum : Medan, 2019).
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Secara sederhana, pemidanaan dapat diartikan sebagai hukuman. Yang
dimaksud dengan pemidanaan adalah penjatuhan pidana dan dasar
pemidanaan terhadap orang yang mempunyai res judicata tetap (incracht van
gewijsde) dengan putusan pengadilan yang akhirnya dibujuk dan dinyatakan
bersalah melakukan tindak pidana. . Oleh karena itu, Negaralah yang
menentukan hak-hak para penjahat dan alasan-alasan yang menjadi dasar bagi
para penjahat untuk dihukum dan dieksekusi. Melindungi masyarakat dan
melakukan perbuatan melawan hukum pada hakekatnya merupakan kejahatan
yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan, dan pemidanaan merupakan
proses pendidikan untuk membuat masyarakat kembali dapat diterima secara
sosial. Jadi dalam memenuhi rasa keadilan adalah tujuan dari hukum pidana.*

Tindakan suatu pemidanan terhadap seorang sebagai penjahat, secara
normal dapat dibenarkan terutama bukan karna pemidanaan tersebut memiliki
akibat positif bagi terpidana, korban dan orang lain dalam masyarakat. Pidana
dapat diartikan sebagai penjatuhan sanksi dan juga sebagai tahapan dalam
penjatuhan sanksi pidana. Kata pidana biasanya diartikan sebagai hukum
sedangkan kata pidana diartikan sebagai hukuman.’

Teori hukuman memiliki teori yang menggabungkan teori absolut
(pembalasan) dan teori relatif (target) menjadi satu. Teori ini ada dua, dimana

hukuman menganut sifat balas dendam, karena hukuman dipandang sebagai

* A. Djazuli, Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2003).
® Djoko Prakoso, Hukum Penitensier Di Indonesia (Jakarta: Liberty, 1998).
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kritik moral dalam menanggapi kesalahan. Sifat tujuannya, sebaliknya,
terletak pada gagasan bahwa tujuan kritik moral adalah mengubah perilaku

narapidana di masa depan.

Prinz, Van Hammel dan Van List menyajikan teori ini dengan

pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan utama pemidanaan adalah memberantas kejahatan sebagai gejala
masyarakat.

2. Pengetahuan tentang hukum pidana dan perundang-undangan pidana
harus dapat menggunakan hasil penelitian etnologi dan sosiologi

3. Penjahat adalah salah satu alat paling ampuh yang dapat digunakan
pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukan satu-satunya
sumber daya, sehingga hukuman tidak boleh digunakan sendiri, tetapi

digunakan bersama dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan di atas dapat disimpulakan bahwa teori ini tidak hanya
memberikan efek penjeraan namun juga untuk memberikan pemidaan yang
mendidik. Sedangkan utuk kejahatan dengan delik tertentu yang dianggap
dapat merugikan dan merusak kehidupan sosial masyarakat dan kejahatan
tersebut dianggap sudah tidak dapat diperbaiki, ,maka dengan terpaksa

pembalasan dalam pemidanaan harus diberikan.
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2. Teori Ta’zir

Ta’zir adalah hukuman ajaran untuk perbuatan dosa (maksiat) yang
hukumannya tidak ditentukan oleh syara yang ditentukan pemerintah
karena tidak ada nash yang jelas dalam Al-Quran dan Al-Hadits sehingga
harus ditentukan oleh pemerintah atau Waliyul Amri. yang memiliki cara
melakukan Ijtihad. Kepada mereka harus dikembalikan segala perintah
yang mensucikan atau menghukum para pelaku yang dikenakan hukuman

Ta'zir.

Dapat dijelaskan bahwa hak yang dilanggar, jari Ta'zir terbagi menjadi

dua bagian, yaitu:

a) Jarimah ta'zir melanggar hak Allah.
b) Jarimah ta'zir yang melanggar hak individu atau manusia.
Secara alami, jarimah ta'zir dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Ta'zir untuk perbuatan maksiat.
b. Ta'zir untuk tindakan yang membahayakan kepentingan umum
c. Ta'zir karena melanggar hukum.
Ditinjau dari dasar hukumnya (syaratnya), ta’zir juga dapat dibagi

menjadi tiga bagian, yaitu:
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a. Jarimah ta'zir berasal dari jarimah hudud atau gishash, namun
syaratnya tidak terpenuhi atau diragukan, seperti Pencurian yang
tidak mencapai nisab, atau dari pihak keluarga sendiri,

b. Jarimah ta'zir, yang jenisnya disebutkan dalam nash Syara tetapi
belum ditetapkan hukumnya, seperti riba, suap dan pengurangan
timbangan dan takaran.

c. Jarimah ta‘zir yang jenis dan hukumannya tidak ditentukan oleh

syara'.

Jarimah ta'zir di atas diserahkan sepenuhnya kepada ulil amr,
seperti melanggar disiplin aparatur pemerintah. Dalam Ta'zir, hukuman
tidak ditentukan atas perintah (dari Allah dan Rasul-Nya) dan gadi atau
hakim diperbolehkan untuk mempertimbangkan baik bentuk maupun

luasnya hukuman yang akan dijatuhkan. °

Mengenai pembagian hukuman Ta'zir, yaitu:

a. Hukuman vyang berkaitan dengan tubuh Ta'zir, vyaitu:
hukuman mati dan cambuk.

b. Hukuman Ta'zir berkaitan dengan kemerdekaan, vyaitu:
penjara dan pengasingan.

c. Hukuman Ta'zir mengacu pada harta, yaitu. status barang milik

pelaku, yaitu properti ditangkap.

® Abdur Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam (jakarta: Rineka Cipta, 1992).
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d. Hukuman ta'zir lainnya, yaitu:
1. Peringatan keras
2. Hadir di pengadilan
3. Saran yang diberikan
4. Referensi
5. Pengecualian
6. Pemutusan

7. Pelaporan publik tentang kesalahan.’

Dalam hukuman za’zir jumlahnya tentu sangat banyak, karena
mencakup semua perbuatan maksiat yang hukumannya belum
ditentukan oleh syara’ dan dapat diserahkan kepada ulil amri untuk
mempertimbankan dari hukuman yang paling ringan sampai dengan
hukuman paling berat dalam penyelesaian perkara jarimah ta zir,
hakim dapat diberikan wewenang untuk memilih antara kedua hukuman

tersebut sesuai dengan kadar jarimah yang dilakukan oleh pelaku.

C. Kerangka Konseptual
1. Penerapan Sanksi
Penerapan adalah tindakan yang dilakukan baik secara individu
maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah
dirumuskan. Sedangkan Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada

seseorang yang melakukam suatu pelanggaran hukum. Jadi, dapat

’ Rahman.”Tindak Pidana.....”.
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disimpulkan bahwa penerapan sanksi adalah suatu tindakan berupa
hukuman yang dipaksakan pada pelaku kriminal yang melakukan
tindakan ilegal, dimana kegiatan tersebut dapat merugikan diri sendiri
maupun orang lain dan telah diatur dalam undang-undang tertentu.
Pemberian sanksi kepada seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan
atau kejahatan merupakan salah satu cara untuk memberikan afek jerah
agar tidak lagi melakukan suatu kejahatan.

Sanksi merupakan suatu istilah yang digunakan dalam berbagai
aturan hukum, salah satunya itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) atau lebih sering disebut dengan sanksi pidana. Sanksi
pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat paksaan atau siksaan.®

Dalam pasal 10 KUHP® terdapat beberapa sanksi pidana yang
terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
Pidana penjara;
Pidana kurungan;

Pidana denda;

o A D

Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu;

8 “Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana,” sudut hukum, 2016,

https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html. (21 Juli 2021)
° Tim Redaksi, KUHP & KUHAP (Yogyakarta: Certe Posse, 2014).
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3. Pengumuman putusan hakim.
2. Mucikari

Dalam praktek prostitusi yang terorganisir ada beberapa pihak
yang saling mempengaruhi antara lain yaitu, Mucikari, Pekerja Seks
Komersial (PSK) dan konsumen. Mucikari adalah orang yang berperan
sebagai perantara, bahkan sebagai pemilik PSK. PSK tidak harus tinggal
satu atap dengan mucikari namun mucikari dapat menghubungi PSK jika
ada pelanggan yang membutuhkan jasa PSK tersebut. Muncikari dapat
bertindak untuk melindungi para PSK dari pelanggan yang berbuat tidak
baik atau dapat membahayakan PSK.

Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal,
pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa.
PSK biasanya tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Mucikari
bertindak sebagai perantara antara keduanya dan dari hasil sewa PSK
tersebut mucikari akan menerima komisi yang proporsinya dibagi
berdasarkan kesepakatan.'® Di kebanyakan negara praktik muncikari

ilegal karena potensi penyalahgunaan yang tinggi.*

% Rini Tri Utami, “Pertanggungjawaban Mucikari dan Pekerja Seks Komersial yang
Melakukan Perbuatan Asusila dengan Mendapatkan Keuntungan dengan 296,297 (Skripsi
Sarjana: Fakultas Hukum Unpas: Bandung, 2018).

1 Utami. "Pertanggungjawaban Mucikari....".
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3. Anak di bawah umur

Menurut bahasa, anak adalah keturunan kedua yang dihasilkan dari
hubungan antara laki-laki dan perempuan. Melihat UU No. Pasal 23
Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002 menyatakan bahwa anak
adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang berarti mereka
terikat oleh harkat dan martabat manusia sebagai manusia seutuhnya..*

Anak adalah generasi muda sebagai pewaris bangsa, yang memiliki
peran penting dan potensi khusus untuk menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa di masa mendatang. Maka dari itu setiap anak yang
kelak akan memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan Negara
berhak mempunyai kemungkinan yang sebesar-besarnya untuk
berkembang baik secara fisik maupun sosial dan berakhlak mulia. Dan
perlu dilakukan upaya untuk melindungi anak-anak dan menjamin
pemenuhan hak-hak mereka dan perlakuan mereka tanpa diskriminasi.”
Keberhasilan dalam mendidik anak akan menghasilakan kualitas sumber
daya manusia yang berpotensi dan membanggakan Negara sehingga
setiap anak perlu di didik dan di arahkan sejak dini kea rah yang benar
supaya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang bermoral, sejahtera

dan mandiri. Maka dari itu upaya pengembangan anak harus dimulai

12 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
3 Djamil. ”4nak Bukan....".
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sedini mungkin mulia dari kandungan hingga tahap-tahap tumbuh
kembang selanjutnya.™

Adapun defenisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ‘“Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan”.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah hukum, berbeda dengan kejahatan
atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Oleh karena
itu perbuatan atau perbuatan melawan hukum dihindari dan yang
melanggar diserahkan, oleh karena itu larangan dan peraturan tersebut
harus dipatuhi oleh setiap warga negara yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan.*

Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang disengaja atau tidak
disengaja atau gangguan ketertiban umum yang dilakukan oleh seorang
pelaku, dimana pelakunya dipidana untuk menjaga ketertiban umum
dan melindungi kepentingan hukum. Dalam hukum pidana perbuatan
pidana disebut dengan Strafbaar feit yang artinya perbuatan pidana,

dalam literatur hukum pidana digunakan istilah delik pidana.

 Solehuddin, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja
Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang),”
Jurnal Universitas Brawijaya Malang (2013): 5.

> Lamintang.P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1996).
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Sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan hukum pidana
menggunakan istilah peristiwa pidana, delik atau pelanggaran.*®

Ciri-ciri kejahatan terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang berkaitan atau berhubungan dengan
pengarang, termasuk apa yang ada dalam hatinya. Unsur obyektif
adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan di mana perbuatan pelaku
itu berlangsung sesuai dengan niat awalnya, sesuai dengan apa yang
seharusnya dilakukannya. Tindak pidana yang sering disebut dengan
perbuatan melawan hukum ada beberapa macam, yaitu:

1. Delik formil yaitu delik yang lebih menekankan bahwa terdapat
larangan terhadap suatu perbuatan.

2. Delik materil yaitu delik yang lebih menekankan terhadap
suatu akibat dari larangan sehingga apabila akibat tersebut
tidak terjadi maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai
delik aduan.

3. Delik aduan yaitu delik yang dimana korban dapat melaporkan
si pelaku kejahatan dan apabila pelaku lebih dari satu orang
maka korban harus melaporkan semua pelaku kejahatan agar

dapat dilakukan penuntutan.

16 Alam A.S, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, h.79.
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4. Delik biasa yaitu delik yang apabila pelaku kejahatan lebih dari
satu orang maka korban dapat memilih pelaku yang mana yang
akan diadukan.

5. Delik dolus yaitu delik yang mengandung unsur kesengajaan.
Contohnya dalam pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata
uang dan uang kertas.

6. Delik Culpa yaitu delik yang mengandung unsur kelalaian.

7. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja
dan berlaku secara umum.

5. Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah)

Figh  Jinayah terdiri dua kata, vyaitu figh dan
jinayah. Pengertian figh secara bahasa berasal dari dari lafal
fagiah, yafgahu fighan, yang berarti mengerti, paham. Pengertian
secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf
tentang figh adalah ilmu tentang ilmu hukum-hukum syara’
praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau figh
adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang
diambil dari dalil-dalil yang terperinci.'” Sedangkan jinayah adalah
nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang

diusahakan.

Y Abdul Wahab Khallaf, 1lmu Ushul Al Figh, (Ad Dar Al Kuwatiyah Cet.VI11 1968) h.11
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Apabila  kedua  kata  tersebut  digabungkan maka
pengertian figh jinayah itu adalah ilmu tentang hukum syara’
yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah)
dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Hukum Pidana Islam jua dikenal dengan sebutan Figh Jinayah.
Figh Jinayah adalah segala ketentuan hukum tentang perbuatan
kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat
dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman dasar-dasar hukum
yang terperinci dari Al-Quran dan hadist. Tindakan kriminal dimaksud,
adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenangan
masyarakat serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan
yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.'®

Al-Qur'an adalah deklarasi Allah Syariah, oleh karena itu disebut
Al-Bayan (Deklarasi). Penjelasan yang banyak disebut memiliki empat
kemungkinan dan salah satunya adalah bahwa Allah memberikan Nash
bentuk (teks) penjelasan tentang sesuatu dalam syariah, misalnya orang
yang membunuh tanpa hak, hukuman yang sah bagi pembunuh adalah
korban. keluarganya harus dibunuh sesuai dengan keputusan

pengadilan. Pezina harus dicambuk 100 kali bagi pelanggar yang masih

'8 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
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muda laki-laki dan perempuan. Namun, bagi pelaku yang berstatus
janda dan/atau menikah, hukumannya adalah rajam.*

Dari pengertian tersebut dapat ketahui bahwa objek pembahasan
figh jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu jarimah atau tindak
pidana dan uqubah atau hukumannya. Pengertian jarimah sebagaimana
dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa “Jarimah
adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam
oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.*° Dalam istilah lain
jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qadir Audah
“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’
baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.** Adapun
pengertian hukuman sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir
Audah “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk
kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-

ketentuan syara”.*

1% zainuddin Ali.”Hukum Pidana.....”.

2% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
! Muslich.”Hukum Pidana.....”.

22 Muslich.”Hukum Pidana.....”.
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BAB 111
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yang mengacu pada pedoman
tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh 1AIN Parepare,
serta merujuk pada referensi metodelogi lainnya.Metode penelitian dalam buku
tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, jenis dan sumber data yang digunaka, teknik pengumpulan data dan
teknik analisis data."

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke
dalam penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang meneliti
peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan.Sedangkan merujuk pada masalahnya,
penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis
penelitian yang berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan
menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara
dan memperlajari dokumentasi.?

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan situasi
atau objek dalam fakta yang sebenarnya secara sistematis dan karakteristik dari
subjek dan objek tersebut di teliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang

sebenarnya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan teleologis-normatif, yaitu jenis
pendekatan penelitian dengan berdasar kepada aturan-aturan Tuhan yang tertuang

di dalam Al-Qur’an dan Hadits.Nilai-nilai agama akan dijadikan sebagai dasar

dalam menganalisis permasalahan yang ada. Selain itu, pendekatan yuridis juga

! Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya limiah (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
> Mardialis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).
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dilakukan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui
pengimplementasian  peraturan  perundang-undangan terkait penyelesaian
permasalahan yang ada.
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare Provinsi
Sulawesi selatan.

a. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare Kelas Il

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI PAREPARE KELAS II
[ KeuA

KHUSNUL KHATIMAH, S.H., M.H.

1. KRISFIAN FATAHILA, S.H.

2. ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.
3. BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., M.H.
4. ERWAN, §.

. ERWAN, S.H.
NURHUDA, SH. MH. 5. KRISTIANA RATNA SARI DEWI, S.H.
6. RESTU PERMADI, SK., MH
7. RISANG AJl PRADANA, $.H.
8. RINI ARIANI SAID, SH., MH .
R = 9. MUHAMMAD ARIF BILLAH LUTFFI, S.H.
10. MOCHAMAD RIZQI NURRIDLO, 5.H.

HASMA H, S.E., S.H. ‘ } M. BAHNAR BADAWI, S.H., M.H.
] |

TR US| ST T T | T ST

JABATAN FUNGSIONAL
1. PANITERA PENGGANTI 1. FUNGSIONAL BENDAHARA
 IMUSTAMI WONIDOIN, S oirere
CMINARTL SH, MK, I 2. .WNGSIONM ARSIPARIS
2. JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI ' 3. FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

- RAMLL SH.
4 ll:ﬂ IIII.'{N HARDI, .M. 4. PRANATA KOMPUTER
- ANDI FIRMAN QHADAR, S.H. 2

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Parepare
b. Sejarah Pengadilan Negeri Parepare
sejarahPengadilan Negeri Parepare berawal dari pengadilan

Swapraja (Belanda) dan dialihkan ke pengadilan negeri yang meliputi
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kota Parepare, Barru, Pinrang dan Sidrap pada tahun 1950. Setelah

pemekaran wilayah terjadi, yaitu:

1) Independen Kabupaten Baru tahun 1965
2) Pinrang berdiri sendiri pada tahun 1974, dan
3) Pada tahun 1986, Kabupaten Sidenreng Rappang juga telah

berdiri sendiri

Setelah perluasan wilayah hukum seperti yang telah dijelaskan di
atas, Pengadilan Negeri Parepare dikurangi menjadi Tipe Il. Sampai saat
ini Pengadilan Negeri Parepare masih Tipe Il. Beberapa tahun yang lalu
diusulkan untuk mengembalikan Tipe IB, tetapi belum juga terwujud
sampai sekarang.Seluruh kota Parepare adalah satu Kota bisnis, jasa dan

pendidikan merupakan kota kedua setelah Makassar.

Pejabat Ketua Pengadilan Negeri Parepare sejak berdirinya sampai

sekarang sebagai berikut:

1) SUPARIJO, S.H. (1980-1983)

2) SULEMAN, S.H. (1983-1986)

3) MARLJO, S.H. (1986-1989)

4) SONHAJI, S.H. (1991-1993)

5) YUDO SUMARTO, S.H. (1993-1995)

6) BURAHAN, S.H. (1995-1996)

7) SANTAR SEMBIRING, S.H. (1996-1997)
8) HJ. RUSTIAH, S.H. (1997-2000)

9) HJ. ROSMINA, S.H (2000-2006)
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10) SUMARTONO, S.H. (2006-2008)

11) DIDIK SETYO HANDONO, S.H.,M.H. (2008-2010)
12) USMAN, S.H. (2010-2011)

13) R.MOH.FAJARISMAN, S.H. (2011-212)

14) YUSWARDI, S.H. (2012-2014)

15) SALMAN ALFARIS, S.H. (2014-2016)

16) HJ. ANDI NURMAWATI, A.H.,M.H. (2016-2018)
17) SAMSIDAR NAWAWI, S.H.,M.H. (2018-2020

18) KHUSNUL KHATIMAH, S.H.,M.H. (2020-Sekarang)

c. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Parepare

VISI

Mendukung terwujudnya badan peradilan yang Agung

o N

MISI

Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Parepare
Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Parepare

Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Parepare

d. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Parepare
Adapun yang menjadi tugas pokok dari kantor Pengadilan Parepare

Kelas Il adalah sebagai berikut:
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a) Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

1)

2)

3)

4)

5)

Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan

berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan

perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk

diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanan tugas, tingkah laku

hakim, panitera/sekertaris, pejabat structural dan fungsional

serta peraangkat aministrasi pradilan didaerah hukumnya.

Menjaga agar penyelengaraan pradilan terselenggara dengan

seksama

Melakukan pengawasan rutin terhadapan pelaksanaan tugas dan

memberi petunjuk serta bimbingan yang di perlukan baik bagi

hakim ataupun seluruh karyawan

Sebagai kawal depan Mahkama Agung, yaitu dalam melakukan

pengawasan atas:

a. Penyelenggaraan pradilan dan pelaksanaan tugas hakim dan
kepanitraan

b. Masalah-masalah yang timbul

c. Maasalah tingkah laku perbuatan hakim, pejabat
kepaniteraan, sekertaris dan jurusita di wilayah hukumnya

d. Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk

diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkama Agung
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e. Memberikan izin berdasarkan kententuan Undang-undang
untuk membawa keluar dari ruang kepanitraan : Daftar,
catatan risalah, berita acara perkara

f. Menetapkan panjar biaya perkara dalam hal pengugat atau
tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk
beracara secara prodeo atau tanpa membayar perkara.

b) Wakil Ketua
1. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek
dan jangka panjang, pelaksanaanya serta pengorganisasianya
2. Mewakili ketua bila berhalangan
3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua
4. Melakukan pengawasan intern (Sebagai coordinator hakim
pengawas bidang) untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas
telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan
yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut
kepada ketua
c) Majelis Hakim
1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas
kekuasaan kehakiman, tugas utama dari hakim adalah
menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan
semua perkara yang di ajukan kepadanya.
2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari

keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-
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hambatan dan rintangan agar terciptanya pradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan.

d) Panitera

1.

Panitera bertugas menyelengarakan administrasi perkara dan
mengatur tugas wakil panitera, para panitera muda, penitera
pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan
Negeri Parepare

Panitera,Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera pengganti
bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalanya persidangan

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana
yang di terima di Kepaniteraan

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan Undang-
undang yang berlaku

Penitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara,
putusan dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang
titipan pihak ketiga, suratsurat berharga, barang bukti, dan

surat-surat lainya yang disimpan di kepaniteraan.

e) Sekertaris

1.

Sekertaris bertugas menyelengarakan administrasi umum,
mengatur tugas Wakil Sekertaris, para kepala sub bagian,
pejabat administrasi umum serta seluruh pelaksana di bagian

kesekretariatan Pengadilan Negeri Parepare
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Sekertaris selaku kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab
atas penggunaan anggaran
Sekertaris selaku kuasa pengguna barang bertanggung jawab

atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik Negara (BMN).

f) Wakil Panitera

1.

3.
4.

Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program
kerja jangka panjang dan jangka pendek

Membantu panitera dalam membina dan mengawasi
pelaksanaan tugas-tugas administarasi perkara dan membuat
laporan periodic

Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan

Melaksanakan tugas yang di delegasikan panitera kepadanya

g) Panitera Muda

1.

Membantu piminan Pengadilan dalam membuat program kerja
jangka panjang dan jangka pendek, pelaksanaanya dan
pengorganiasianya’

Membantu Panitera dalam menyelengarakan adminstrasi
pekara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan

bidangnya masing-masing

h) Panitera Pengganti

Membantu hakim dalam persidangan perkara perdata dan

pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada

panitera muda yang bersangkutan.

i) Kepala Urusan Umum
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1. Memberikan pelayanan guna tercapainya proses pradilan
2. Menangani surat masuk dan surat kelaur
3. Melaksanakan adminstrasi yang berkaitan dengan barang milik
Negara
J) Kepala Urusan Keuangan
Menangani pengolahan keuangan termasuk penerimaan Negara
bukan pajak (PNBP) dan mebuat laporan pertanggung jawabann
keuangan serta hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran
pengadilan diluar perkara pengadilan
k) Kepala Urusan Kepegawaian
1. Menangani administrasi kepegawaian
2. Menangani pension pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani mutasi pengawai
5. Menangani tanda kehormatan
6. Menangani usula/promosi jabatan.
I) Urusita
1. Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang
diberikan hakim dan majelis hakim
2. Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman,teguran, protes
dan pemberitahuan putusan pengadilan
3. Jurusita melakukan penyitaan atas perintah ketua Pengadilan
Negeri jurusita membuat berita acara penyitaan yang salinanya

kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.



51

e. Waktu Penelitian

Waktu penelitian kurang lebih selama 2 bulan untuk mengumpulkan data-

data untuk kebutuhan penelitian

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penerapan sanksi kasus mucikari terhadap
anak perspektif Figh Jinayah (analisis putusan no:198/Pid.Sus/2020/PN Pre.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dala penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Adapun yang dimaksud adata primer dan data sekunder adalah:

1. Data Primer
Data perimer atau data dasar (primary data atau basic data) ini
diperoleh lansung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat,
melalui penelitian yang dilakukan®, baik melalui media wawancara,
observasi, maupun laporan dalam dokumen yang tidak resmi lalu diolah
oleh peneliti. Dan juga bahan hukum primer yakni dari perundang
undangan, kitab alqur’an dan hadist dan beberapa buku yang berkaitan
dengan mucikari.
2. Data Sekunder
Data skunder, antara lain, termasuk dokumen dokumen resmi,
buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, internet, serta dari
instansi yang terkait.

* Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Cet.Ke 11 Jakarta: Ul. Press, 2008).
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E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Observasi

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan terhadap suatu
objek dengan menggunakan seluruh alat indra.* Observasi merupakan suatu
metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti, artinya pengamatan
dilakukan secara terencana dan sistematis.> Dalam hal ini, peneliti meninjau
langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan

meneliti langsung di Polres Pinrang.
2. Interview (wawancara)

Teknik interview yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan secara lisan untuk
mendapatkan informasi secara langsung tentang masalah yang dibahas sebagai
bahan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah sejumlah
pertanyaan seputar objek penelitian yang diperoleh dari sumber yang terkait
dengan objek yang akan diteliti dengan cara wawancara. Pewancara disebut
intervieuwer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviener.® Peneliti
akan melakukan wawancara dengan beberapa polisi yang ada di Polres Pinrang

dan beberapa tokoh agama yang memahami Hukum Islam.

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
1980).

> Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve Tarsito, 1980).

® Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006).
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3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk yang dilakukan untuk penyelidikan dokumen
dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber
informasi dan data ynag didapatkan. Ataupun merupakan cara mengumpulkan
data yang bukti bukti dari penelitian yang dilakukan, sehingga akan diperoleh data

yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.’
F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh
oleh peneliti tidak berbeda dengan data yang terjadi sebenarnya pada objek
penelitian sehingga keabsahan data dapat di pertanggungjawabkan sebagai
penelitian ilmiah. Dalam Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

uji cedibility, transferability, dependability, dan confirmability.

1. Credibility

Uji Credibility atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang

disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak

meragukan sebagai karya ilmiah. Uji credibility meliputi:

a. Pengamatan lebih lama dapat menambah keakuratan data.
Perpanjangan pengamatan VYyaitu peneliti melakukan pengamatan
kembali ke lapangan dan melakukan wawancara dengan sumber yang
ditemui maupun sumber yang lebih baru. Dengan demikian hubungan
antara peneliti dengan sumber akan lebih terjalin dan lebih terbuka.
Dan apa bila data yang diperoleh sebelumnya telah sesuai dengan data
yang kita dapat sekarang maka data sudah  dapat

dipertanggungjawabkan.

7 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
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b. Triagulasi merupakan pengumpulan data dari beberapa sumber, yang
menunjukaan informasi yang sama.

c. Peer debriefing dengan cara melakukan diskusi masalah penelitian
dengan orang lain, melakukan tanya jawab guna untuk mencapai hasil
dari masalah pembahasan.

d. Member-check artinya mengulangi setiap akhir wawancara agar
diperiksa subjek.?

2. Transferability
Transferability atau keteralihan merupakan hasil penelitian yang dapat
diterapkan pada situasi lain dengan karakteristik yang hampir sama, karena
pertanyaan empiris tergantung pada kesamaan konteks lokasi penelitian
dan berlaku di tempat lain. Untuk menyampaikan hasil penelitian, peneliti
harus mencari dan mengumpulkan data empiris dari konteks yang serupa.

Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga

terdapat kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut di

tempat lain, maka peneliti harus membuat laporan secara rinci, jelas,

sistematis, dan dapat dipercaya. Jika pembaca dapat memahami dengan
baik dan jelas dalam penelitian tersebut, maka penelitian tersebut dapat
dikatakan memiliki derajat transferabilitas.’
3. Dependenbility

Dependenbility merupakan Pengujian dilakukan dengan menelaah
proses penelitian untuk mendefinisikan masalah, melakukan analisis data,
mengecek kebenaran data dan menarik kesimpulan. Penelitian dapat
dikatakan dependenbility apabila memperoleh hasil yang sama apabila

dilakukan oleh orang lain. Proses auditing tidak dapat berjalan apabila

& Suwardi Endraswara, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan (Yogyakarta: PT.
Agromedia Pustaka, 2006).

° Hengki Wijaya Helaluddin, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik, Ed.1
cet.1 (Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019).



55

peneliti tidak memiliki catatan-catatan atau data-data selama melakukan
penelitian mulai dari awal penelitian hingga pengambilan kesimpulan
berupa catatan lapangan tertulis, dokumen, foto, dan lain-lain yang
mendukung penelitian.™
4. Confirmability

Uji comfirmability yaitu menguji hasil penelitian sehubungan
dengan proses yang telah diselesaikan. Jika hasil penelitian merupakan
fungsi dari proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut memenuhi
standar keterverifikasian. Penelitian dapat disebut objektif apabila hasil
penelitiannya diterima oleh banyak pihak. Apabila data yang didapat oleh
peneliti tidak berbeda dengan kejadian sesunggunya di lapangan maka
keabsahan  data  penelitian  yang  disajikan  telah  dapat
dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses
penelitian karena melalui analisis inilah materi menjadi berguna, terutama untuk
penelitian dan mencapai tujuan akhir.**

Analisis data adalah proses mencari dan membandingkan informasi secara
sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan
mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, mendeskripsikannya dalam
satuan-satuan, mensintesiskannya, menggabungkannya menjadi model, dan
memilih yang paling penting dan yang akan dipelajari. . dan menarik kesimpulan
yang mudah dipahami oleh Anda dan orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan

tertentu atau menjadi hipotesis.™

1% Helaluddin.” Analisis Data Kualitatif.....”
" joko Su bagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
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Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam
hal ini Nasution (1988) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan
menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian
selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded”. Namun dalam penelitian
kualitatif, analisi data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan
dengan pengumpulan data.*

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis
kualitatif dilakukan sepanjang penelitian dari awal sampai akhir. Karena
penelitian kualitatif menghasilkan data yang harus dianalisis sejak awal penelitian.
Hasil analisis pendahuluan menentukan arah penelitian  selanjutnya.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses analisis kualitatif, yaitu: **

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memilih yang paling penting,
memfokuskan pada yang paling penting, mencari tema dan pola, dan
menghilangkan yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan melalui
abstraksi. Abstraksi merupakan upaya merangkum inti, proses, dan proposisi
yang harus dipertahankan agar tetap berada dalam bahan penelitian. Dengan
kata lain, proses reduksi data ini terus dilakukan oleh peneliti selama
melakukan penelitian untuk membuat catatan inti dari data yang diperoleh dari

hasil pencarian data.

12 Sugiono, Metode Penelitian Pendekata Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2014).

B Sugiono.”Metode Penelitian.....”.

* Sandu Siyoto & Ali Sodik, Dasar Metode Penelitian (yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015).
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Dengan demikian, tujuan dari reduksi adalah untuk mempermudah
informasi yang didapatkan pada saat di lapangan.
2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi tertata rapi yang
kamungkinan adanya pengambilan kesimpulan. Penyajian data dengan cara
penyusunan informasi yang didapatkan dari pengumpulan data bersumber dari
kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sehingga memunkinakan
akan adanya pengambilan kesimpulan. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa
keterangan yg diperolen melalui penelitian kualitatif umumnya bersifat

deskriptif yg memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam proses
analisis data. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang
diperoleh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan makna dari data
yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.
Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan validitas klaim objek

penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sanksi Kasus Muncikari Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam

Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre

Penelitian dalam proses pengambilan serta mendapatkan informasi
mengenai sanksi yang diberikan mengenai kasus mucikari terhadap anak di
bawah umur. Dalam hal ini ada 8 pertanyaan yang diajukan kepada
narasumber yaitu hakim Pengadilan Negeri Parepare yang menangani kasus
yang sedang diteliti oleh peneliti. Namun pada saat itu peneliti tidak
melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber yakni hakim yang
menangani putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre berhubung beliau
memiliki kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Akan tetapi, dalam proses
penelitian peneliti memperoleh beberapa keterangan mengenai putusan dari
salah satu hakim di Pengadilan Negeri Parepare yakni Bapak Hakim Erwan,
S.H dan mengemukakan bahwa beberapa pertanyaan yang akan diajukan
peneliti kepada narasumber, jawabannya ada di dalam copyan putusan.
Dengan demikian peneliti memperoleh beberapa keterangan mengenai sanksi
yang dijatuhkan kepada pelaku mucikari terhadap anak di bawah umur dalam

putusan nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre.*

> Erwan, Hakim Pengadilan Negeri Parepare, wawancara di Pengadilan, 12 Desember
2021.
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Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman. Yang dimkasud
penghukuman berkaitan dengan penjatuhan hukuman dengan berbagai alasan
pembenar (Justification) dijatuhkan pidana terhadap seseorang yang dengan
putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewijsde)
dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.
Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana
serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan Negara. Pada
hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan
perbuatan yang melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai
sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses
pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam
masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana dalah untuk memenuhi rasa
keadilan.*®

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, juga orang lain
dalam masyarakat."” Pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.

Mucikari dalam hukum pidana yaitu orang yang dengan sengaja

menyebabkan atau mempermudah jalannya suatu cabul orang lain dengan

1 A. Djazuli, Figh Siyasah :Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2003).
7 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
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orang lain, dan menarik keuntungan dari hasil cabul tersebut serta
menjadikannya sebagai salah satu mata pencaharian. Dapat dikatakan
mucikari apabila sesorang memiliki beberapa bawahan yang siap bekerja
sebagai PSK vyang dapat memuaskan nafsu seks pelanggannya, dan
memfasilitasi tempat bagi PSK dan pelanggan untuk menjalankan aksinya.

Mucikari merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi namun
hanya sebagian besar dari kasus mucikari yang terungkap karena beberapa
faktor korban dari mucikari hanya memilih diam dan tidak melaporkan kasus
tersebut ke pihak yang berwajib.®* Awalnya pelaku mucikari ini berperan
sebagai PSK kemudian merangkak menjadi mucikari karena pendapatan
mucikari lebih banyak dibandingkan menjadi seorang PSK.* Namun mucikari
belakangan ini lebih condong terhadap anak di bawah umur karena lebih
mudah untuk dijaring ke dalam dunia pelacuran.

Anak di bawah umur merupakan salah satu incaran mucikari karena
mereka menganggap bahwa anak di bawah umur lebih mudah untuk
dipengaruhi karena beberapa faktor yaitu karena faktor ekonomi, faktor
lingkungan, serta faktor pergaulan. Seiring dengan perkembangan zaman
bukan lagi faktor kemiskinan yang mempermudah para mucikari untuk
menjaring anak-anak menjadi PSK, namum melainkan karena tuntutan gaya

hidup seorang anak.

'8 Erwan. “ wawancara
19 Erwan, “wawancara.”
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PSK merupakan bawahan dari mucikari yang akan mengikuti segala
perintah dari mucikari layaknya bawahan yang tunduk kepada atasannya. PSK
akan diberikan upah atau gaji oleh mucikari dari hasil menyewakan dirinya
kepada laki-laki hidung belang. Namun, berbeda halnya dalam putusan
Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre Terdakwa sebagai pelaku mucikari tidak
memberikan upah atau gaji kepada korban, Terdakwa hanya memberi makan
sehari-hari kepada korban dan sisanya Terdakwa nikmati sendiri untuk
keperluan sehari-hari.

Dalam putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre, Terdakwa telah
melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak di bawah umur. Sudah
banyak korban yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa dan telah menjual
korban sebanyak 5 kali dalam seminggu ke beberapa laki-laki hidung belang
di tempat yang berbeda dengan tarif yang berbeda pula. Namun, Terdakwa
hanya menikmati sendiri hasil dari menyewakan korban kepada pelanggan dan
tidak memberikan upah kepada korban, berbeda dengan mucikari pada
umumnya yang akan membagi hasil sewa dari PSK dengan persentase yang
telah disepakati sebelumnya. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban
karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan korban dan
harus merasakan kehamilan di usia yang masih sangat muda.

Untuk penjatuhan pemidanaan kepada Terdakwa, Hakim mempunyai
beberapa pertimbangan sebelum menetapkan hukum pada perkara kasus

mucikari terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Parepare dengan
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putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN.Pre. Majelis Hakim perlu
mempetimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan serta
meringkan terdakwa. Adapun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa

yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat karena Terdakwa
menjadikan anak di bawah umur sebagai sasarannya untuk dijual
kepada laki-laki hidung belang dan dipaksa untuk melayani laki-laki
tersebut layaknya suami istri.

2. Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan anak
yang menjadi korban dari Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa,
anak korban pertama telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan)
bulan sebagaimana diterangkan dalam surat berupa hasil Visum Et
Repetum Nomor:371/70/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2020, tanggal
2 Juli 2020 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr. Esa Lestari,
Sp.0OG, M.Kes dokter pada RS. Andi Makkasau. Sedangkan anak
korban kedua mengalami luka robek lama pada kemaluan (vagina)
sebagaimana diterangkan dalam surat hasil Visum Et Repertum
Nomor:371/47/RSUD ANDI MAKASSAU/VI1/2020, tanggal 14 Juli

2020 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh dr. Hj. Nursiah, Sp.
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OG dokter pada RSUD Andi Makkasau.*

Adapun hal-hal yang dapat meringankanTerdakwa yaitu:**

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa

adalah pelaku pertama kali (first offender);
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

3. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Unuk membuktikan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa maka
penuntut umum mengajukan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Saksi korban dan beberapa saksi-saksi lainnya,

2. 1 unit HP merek Vivo kombinasi merah dan ungu yang digunakan

terdakwa berkomunikasi dengan penyewa jasa Anak korban,

3. Surat Visum hasil pemeriksaan Anak korban dari RS. Andi

Makkasau,

4. Foto copy surat akta kelahiran Anak korban.

Dengan memperhatikan fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa
maka Majelis Hakim memilih alternatif kedua sebagaimana diatur dan
diancam pidana dengan pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Jo

20 pytusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre.h.34
21 pytusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre.h.34
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Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:*

1. Setiap orang.

2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
terhadap Anak.

3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

1. Unsur “Setiap orang”

Unsur “setiap orang” dalam pasal ini yaitu siapa saja atau subjek
hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu
tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan
pidana yang dilakukannya.®> Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih
lanjut tentang siapakah yang menjadi Terdakwa, apakah memang benar
dia pelakunya atau bukan, dan untuk menghindari adanya kesalahan dalam
menghukum seseorang. Dan yang menjadi subjek dalam perkara ini yaitu
seorang perempuan atas nama Terdakwa Sri Darmawati Alias Sri Alias

Maser Binti Hendra.

2. Unsur “Dilarang menempatkan, mambiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi

dan/atau seksual terhadap anak dalam pasal 761 Undang-undang Republik

22 pytusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre.h.27
23 pytusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre.h.30
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Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

Yang dimaksud dengan “menempatkan” yaitu memberikan tempat,
dalam hal ini yaitu menentukan tempat di mana akan mempertemukan
antara korban dengan laki-laki yang menyewa si korban tersebut.
Sedangkan yang dimaksud dengan “dilarang” yaitu melakukan perbuatan
yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan
“membiarkan” yaitu tidak menghiraukan yang menjadi korban kekerasan
seksual adalah anak di bawah umur demi untuk mewujudkan segala
elemen dari tindak pidana. Sementara “menyuruh melakukan” yaitu orang
yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.
Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” yaitu dua
orang atau lebih yang melakukan secara bersama-sama suatu tindak
pidana.

Dalam Pasal 66 undang-undang nomor 35 tahun 2014 menjelaskan
yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” dan “ dieksploitasi
secara seksual”. Yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi”
yaitu segala bentuk tindakan eksploitasi yang tidak terbatas pada pelacuran
saja, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai perbudakan, penindasan,
memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak, bahkan dapat melakukan
transplantasi organ tubuh anak dengan cara melawan hukum demi untuk

mendapatkan keuntungan materil. Sedangkan “dieksploitasi secara
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seksual” yaitu memanfaatkan organ tubuh seksual anak seperti melakukan
pelacuran dan pencabulan untuk mendapatkan suatu keuntungan.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

Pasal 65 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang beberapa perbuatan

perbarengan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Dalam unsur ini Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan
menjual beberapa korbannya ke beberapa lelaki yang berbeda di tempat
yang berbeda dengan tarif yang berbeda pula sehingga perbuatan
Terdakwa berdiri sendiri terhadap masing-masing subjek.

Adapun isi dari pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 ialah:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 761, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).”
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Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam Pasal 761 Jo.
Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang
didakwakan kepada Terdakwa bahwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara
Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang
menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan
Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduan Penuntut Umum,
maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dengan
mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan
Terdakwa.

Dengan ini Pengadilan Negeri Parepare menjatuhkan hukuman kepada
Terdakwa dengan memperhatikan, Pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan Anak. Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 (KUHAP) dan peraturan lain yang bersangkutan. Dengan
ini mengadili Terdakwa Sri Darmawati Alias Sri Alias Maser Binti

Hendra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
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tindak pidana “ Telah Melakukan Kejahatan Mengeksploitasi Secara
Ekonomi dan/atau Seksual Terhadap Anak®. Dengan ini Terdakwa dijatuhi
hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.
200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuannya apabila
denda tersebut tidak dibayar maka, harus diganti dengan pidana kurungan

selama 2 (dua) bulan.

B. Tindak Pidana Mucikari terhadap Anak di bawah umur perspektif Figh
Jinayah dalam Putusan Pengadilan Negeri Parepare
Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre

Mucikari merupakan suatu perbuatan yang melanggar asusila, yang
mempermudah bagi orang lain untuk melakukan perbuatan zina. Dalam
Islam hukum perzinahan adalah haram. Allah swt mengharamkan zina dan
melarang segala sesuatu yang mengarah kepada perbuatan zina termasuk
mucikari yang memberi kesempatan bagi orang lain untuk melakukan
perbuatan zina.

Dalam hukum pidana Islam atau biasa disebut Figh Jinayah, orang
yang mempermudah jalannya suatu perbuatan zina termasuk dalam jarimah
karena telah memberi bantuan kepada orang lain untuk berbuat zina, seperti
menjadi calo seks, mempertemukan antara laki-laki dan perempuan yang

bukan suami istri, serta memberi tempat untuk berbuat zina. Dengan
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demikian, mucikari dianggap sebagai jarimah karena telah memberikan
kesempatan dan bantuan agar terjadi suatu perzinahan.

Berdasarkan perkara dengan putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN
Pre merupakan tindak pidana mengeksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual terhadap Anak dengan terdakwa Sri Darmawati Alias Sri Alias
Maser telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Pengadilan Negeri
Parepare melanggar pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Jo
Pasal 65 ayat 1 KUHP, undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP
diancam dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp.
200.000.000.- dengan ketentuan apabila denda tidak bayar maka diganti
dengan pidana kurungn selama 2 bulan.

Tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan mengeksploitasi
secara seksual terhadap anak atau lebih dikenal dengan mucikari. Mucikari
terhadapa anak dalam perspektif figh jinayah termasuk dalam jarimah
ta’zir, karena telah turut serta dalam memberikan bantuan dan kesempatan
terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan zina. Turut
berbuat jarimah dalam hukum Islam dibagi 2 golongan yaitu turut serta
secara langsung dan tidak turut serta secara langsung. Turut serta secara

langsung disebut syarik mubasyir dan perbuatannya disebut isytirak-
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mubasyir.** Turut serta secara langsung yaitu perbuatan jarimah yang
secara nyata ikut serta dalam melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan
tidak turut serta secara langsung disebut syarik mustasabbib dan
perbuatannya disebut isytirak ghairul mubasyir atau isytirak bit-tasabbubi.
Tidak turut serta secara langsung yaitu perbuatan jarimah yang bersifat
menghasut atau menyuruh, serta memberikan bantuan untuk berbuat
maksiat, akan tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam
melaksanakannya.” Dengan demikian, mucikari termasuk dalam jarimah
tidak langsung karena turut membantu dan memudahkan terjadinya
perzinahan namun tidak secara nyata dalam melaksakannya.

Dalam figh jinayah, mucikari dapat digolongkan dalam perbuatan
mendekati zina. Zina merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan
perempuan yang tidak memiliki ikatan secara sah dalam agama Islam.
Dalam Al-Quran dan Al-Hadist telah dijelaskan bahwa dilarang mendekati
zina. Mendekati zina saja sudah dilarang apalagi yang membantu,
memfasilitasi dan memudahkan terjadinya perbuatan zina. Sebagaimana

dijelaskan dalam beberapa firman Allah swt.

Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-lsra/17:32 menjelaigan bahwa:
I T T S M T A AN
() M 2Ll g 2 OF 0] L3{'.1\ | 92585 Y3

** Muhammad Mabhathir, “Turut Berbuat Jarimah Perspektif Hukum Islam,” Fakultas UIN
Alauddin Makassar, 2012, http://mahathir71.blogspot.com/2012/05/turut-berbuat-jarimah-
perspektif-hukum.html.

2 Mahathir.” Turut Berbuat....”.



71

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.?

Firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nur/24:33 menjelaskan bahwa:

P Bl hedis

Q):..‘.:J.,\Jb LMU'AAM("‘;""G} lDKJ Q).AAYJ.,\.HM
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@ J}J’)'Q'QU'GA;“L’"U"‘&Tﬂt;JGAJgJU"j L.J..\J‘"\//T

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan
budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah
kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan
pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah
yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-
budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri
mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi.
dan Barang siapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah
adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah
mereka dipaksa itu.?’

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi orang yang belum mampu
membiayai segala perlengkepan pernikahan dan kebutuhan kehidupan setelah
pernikahan, maka hendaklah menjaga kesucian dirinya dari perbuatan zina atau
yang berupa perbuatan asusila sampai ia mampu dan yakin untuk melakukan

pernikahan. Melakukan suatu pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang

*® Kementrian Agama RI, Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatiahan
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.

*” Kementrian Agama RI, “Badan Penelitian...."
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belum beristri atau bersuami bertujuan untuk memelihara moral dan menghindari

terjadunya kemaksiatan.

Rasulullah Saw. bersabda bahwa:

u.\a;\}c).cuﬂuac\i\;\ﬂccj)uht;u\éa&%.u\wuhuﬂJMML\
GBJQJA.I\& }Abdﬁt&ﬁuﬁéw‘jccﬂ

Terjemahannya:

“Hai para pemuda! Siapa di antara kamu sanggup nikah, hendaklah ia

nikah karena pernikahan itu lebih menjamin terpeliharanya kehormatan.

Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena

berpuasa itu mengurangi naluri seksnya. “*® (HR Muttafaq ‘alaih)

Pada masa Rasulullah Saw. orang-orang takut melakukan suatu kejahatan
asusila dan jarang terjadi karena apabila ketahuan melakukan kejahatan asusila
maka hukuman yang diberikan kepada pelaku sangat berat. Berbeda dengan masa
sekarang masyarakat kurang peduli dengan tindakan-tindakan asusila bahkan
banyak pemuda yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat karena kurangnya
iman dalam dirinya. Maka dari itu sebagaimana dalam anjuran Rasulullah bagi
laki-laki yang belum beristri dan peremupan yang belum bersuami dan benar-
benar belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa karena dengan berpuasa
dapat menghindarkan kita dari perbuatan maksiat dan/atau dengan cara

menyibukkan diri dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat atau

melakukan hobby yang disenangi agar dapat mengurangi naluri seks.

*® Kemenag RI, Tafsir Kemenag.
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Dalam Q.S An-Nur ayat 33 dijelaskan pula bahwa para pemilik budak
hamba sahaya agar sekiranya memberikan kesempatan kepada budaknya untuk
memerdekakan dirinya dari perbudakan dengan cara membayar kepada majikan
secara berangsur-angsur sampai jumlah pembayaran yang ditentukan itu dianggap
lunas. Banyak diantara orang-orang merdeka yang merasa dirinya lebih di atas
dan gila akan harta benda mereka dengan sengaja melacurkan budaknya kepada
orang-orang yang mau membayarnya. Kemudian, para budak merasa dirinya lebih
renda dari orang merdeka dan merupakan kewajiban terhadap dirinya untuk
mematuhi perintah sang majikan walaupun dirinya menginginkan kesucian.

Pada masa Rasulullah Saw. praktek perbudakan yang menjadikan budak -
budaknya sebagai pemuas hawa nafsu dan menjadikannya sebagai mata
pencaharian maka Allah Swt. menurunkan Q.S An-Nur ayat 33 untuk meberantas
kemaksiatan dengan meminta kepada para pemilik hamba sahaya agar
memberikan kesempatan kepada hamba sahaya untuk memerdekakan dirinya dan
untuk para kaum Muslimin agar kiranya membantu para budak merdeka baik itu
berupa zakat atau sedekah agar para budak dapat merdeka dengan cepat.

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan melakukan mucikari yang
mempermudah terjadinya perbuatan zina dan menjadikannya sebagai salah satu
mata pencaharian, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan
dilarang dalam agama.

Sanksi terhadap mucikari dalam hukum pidana Islam dapat diberikan

sanksi za zir karena hukumannya tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist.
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Dalam jarimah ta ’zir hukuman jilid merupakan hukuman pokok yang ditetapkan
dalam Islam. Namun dalam jarimah hudud hukuman jilid hanya dapat dikenakan
pada beberapa jarimah seperti zina, gadzab, dan peminum khamar. Untuk
hukuman jilid tiap jarimah hudud itu berbeda-beda, zina hukuman jilidnya 100
kali, gadzab 80 kali, sedangkan peminum khamar hukuman jilidnya 40 kali.?®
Sedangkan untuk ukuran berat ringannya sanksi jarimah fa zir yang dijatuhkan
kepada pelaku tindak pidana tergantung dari hasil ijtihad dan keputusan hakim.
Untuk memutuskan hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak
pidana maka hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana dalam firman Allah swit.

dalam Q.S. Al-Maidah/05:49 menjelaskan bahwa:

Terjemahannya:

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.
dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan
Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa

29

Marsaid dan Jauhari, Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) (Palembang:
CV.Amanah, 2020).
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merelgéa. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang
fasik.

Ayat di atas menjelaskan bahwa memutuskan suatu perkara sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah swt. tidak boleh melebihi
batas hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah swt.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah hukuman jilid dalam
jarimah za zir yaitu:*

1) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sanksi ta’zir harus dapat
memberikan efek yang preventif dan represif bagi semua orang.

2) Menurut ulama lain batas terendah hukuman jilid yaitu 1 kali.

3) Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tidak dapat menentukan batas terendah
hukuman jilid jarimah ta’zir, berat ringannya hukuman bagi pelaku

Jarimah ta’zir di serahkan sepenuhnya kepada ijtihad hakim sesuai dengan

tindak pidananya.

Namun hukuman jilid di Indonesia belum bisa diterapkan secara
keseluruhan mengingat Indonesia adalah bangsa yang majemuk, yang memiliki
beragam Agama. Hukuman jilid hanya bisa di berlakukan di daerah tertentu
seperti Aceh karena penduduknya mayoritas beragama Islam dan memiliki
peranan penting dalam perkembangan serta persebaran agama Islam khususnya di

Indonesia sendiri.

%% Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya(Surabaya: Dana Karya,2004).
1 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013).
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Dalam Qanun Aceh perbuatan mendekati zina dikenal dengan jarimah
Ikhtilath. Ikhtilath merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat
menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan zina.

Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat pasal 25 dan 26
menjelaskan tentang hukuman terhadap pelaku yang mempermudah jarimah

Ikhtilathi yaitu:

Pasal 25 ayat 2 menyatakan:

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan
fasilitas atau mempromosikan jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat
Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda
paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara

paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 26 menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh)
tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta zir cambuk paling banyak 45 (empat
puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh)

gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”*

Sanksi pelaku mucikari terhadap anak di bawah umur dalam Qanun Aceh
merupakan jarimah lkhtilath yang hukumannya berupa hukuman cambuk

sebanyak 45 kali, denda paling banyak 450 gram emas murni dan penjara paling

%2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
%% Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
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lama 45 bulan. Hukuman cambuk diselenggarakan secara terbuka agar dapat
dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang
sama. Jadi, hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah bukan
hanya semata-mata untuk memberi efek jerah saja, tetapi juga untuk menjadikan
pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama.

Dalam Undang-undang di Negara Republik Indonesia melalui KHUP,
mengenai sanksi mucikari terhadap anak di bawah umur diatur dan diancam
pidana dalam pasal 761 jo. Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 65 ayat 1 KUHPidana,
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP dengan hukuman penjara selama 8
tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai ketentuan yang telah
ditetapkan.

Dengan demikian jika dibandingkan dengan hukum Islam menetapkan
hukuman yang keras dan berat kepada pelaku mucikari terhadap anak yaitu sanksi
ta zir yang bisa saja berupa jilid dan dera yang dapat membahayakan nyawa dan
bahkan bisa sampai meninggal demi keadilan dan kemaslahatan. Maka hukuman
yang dijatuhkan kepada pelaku mucikari terhadap anak dalam Undang-undang RI
belum sesuai karena terdakwa memang baru pertama kali menjadi terpidana
namun telah banyak korban yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa. Terdakwa

telah memanfaatkan jasa seks korban sebagai salah satu mata pencaharian dan
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terdakwa tidak memberi imbalan kepada korban berupa upah atau gaji melainkan
hanya digunakan terdakwa untuk kebutuhannya sendiri.

Dalam Hukum Pidana Islam menetapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan
kepada pelaku mucikari terhadap anak di bawah umur adalah hukuman ta zir.
Adapun berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah
ta’zir, sepenuhnya diberikan wewenang kepada Ulil amri atau Hakim untuk
memutuskan hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang lakukan dan tidak
melebihi dari batas ketentuan-ketentuan dalam hukuman za zir.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur yang
harus dipenuhi dalam menegakkan hukum yakni adanya kepastian hukum,
kamanfaatan dan keadilan. Maka atas dasar itu seharusnya Majelis Hakim lebih

memperhatikan kembali ketiga aspek tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi kasus mucikari terhadap anak di bawah umur dalam
Pengadilan Negeri Parepare putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN
Pre. Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan
memperhatikan, Pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan Anak. Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) dan peraturan lain yang bersangkutan.
Dalam hal ini hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap,
serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Dengan
ini mengadili Terdakwa Sri Darmawati Alias Sri Alias Maser Binti
Hendra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “ Telah Melakukan Kejahatan Mengeksploitasi Secara
Ekonomi dan/atau Seksual Terhadap Anak “. Dengan ini Terdakwa
dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuannya
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apabila denda tersebut tidak dibayar maka, harus diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

2. Perspektif Fih Jinayah terhadap tindak pidana kasus mucikari terhadap
anak di bawah umur dalam putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN Pre
merupakan salah satu tindak pidana mengeksploitasi secara seksual
terhadap anak di bawah umur atau lebih dikenal dengan mucikari.
Dalam hukum pidana Islam kejahatan mucikari terhadap anak
termasuk dalam perbuatan jarimah ta zir karena telah membantu dan
mempermudah terjadinya perbuatan zina, serta menjadikannya sebagai
salah satu mata pencaharian. Kejahatan mucikari dapat dikategorikan
Jjarimah ta’zir Karena hukumannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran
dan Hadist melainkan kewenangan memutuskan berat ringannya
hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah ta’zir
diserahkan sepenuhnya kepada Ulil amri atau Hakim dan tidak
melanggar ketentuan-ketentaun yang telah ditetapkan dalam hukuman
ta zir. Adapun tujuan hukuman diberikan bukan hanya memberi efek
jerah saja, namun juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar
tidak melakukan perbuatan kejahatan yang sama.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasbya literature

yang dimilki penulis, maka dari pada itu perlu adanya saran atau Kkritikan
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sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk
memahami lebih jauh tentang tindak pidana mucikari terhadap anak di
bawah umur ditinjau dari KUHP, peraturan perundang-undangan

mengenai anak dan dalam perspektif Figh Jinayah.

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadirat llahi Rabbi atas
begitu banyak nikmat yang diberikan sehingga penulis dapat
menyelesaikannya. Walaupu penulis sadar bahwa karya karya ini masih
jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis

harapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an Al- Karim.

Akbar, Husain Usman dan Purnomo Setiadi. Metodologi Penelitian Sosial.
Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta:
Rineka Cipta, 1980.

Basrowi dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta,
2008.

Djamil, M. Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli, A. Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-
Rambu Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

. Figh Siyasah :Implementasi Kemashalatan Umat Dalam Rambu-Rambu
Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.

Endraswara, Suwardi. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta:
PT. Agromedia Pustaka, 2006.

Helaluddin, Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori &
Praktik. Ed.1 cet.1. Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2019.

Jauhari, Marsaid dan. Al-Figh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam). Palembang:
CV.Amanah, 2020.

Koeswadji. Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan
Hukum Pidana. Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

Lamintang.P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1996.

Mahathir, Muhammad. “Turut Berbuat Jarimah Perspektif Hukum Islam.”
Fakultas UIN Alauddin Makassar, 2012.
http://mahathir71.blogspot.com/2012/05/turut-berbuat-jarimah-perspektif-
hukum.html.

Mardialis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara,



2014.

Masyrofah, M. Nurul Irfan dan. Figh Jinayah. Jakarta: Amzah, 2013.

Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Nawawi, Muladi dan Barda. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, 2010.

Neng Djubaedah. Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010.

. Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam. Jakarta: Kencana,
2009.

sudut hukum. “Pengertian Dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana,” 2016.

https://suduthukum.com/2016/09/pengertian-dan-bentuk-bentuk-sanksi.html.
Penyusun, Tim. Ensiklopedi Indonesia. Jakarta: Ikhtiar Baru VVan Hoeve Tarsito,
1980.

. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Prakoso, Djoko. Hukum Penitensier Di Indonesia. Jakarta: Liberty, 1998.

. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam
Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, n.d.

Priatama, Firmansyah Reza. “Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Pertimbangan
Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta,” 2016, 89—
95.

Rahman, Abdur. Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. jakarta: Rineka Cipta,
1992,

Redaksi, Tim. KUHP & KUHAP. Yogyakarta: Cetre Posse, 2014.

. KUHP & KUHAP. Yogyakarta: Certe Posse, 2014.

Sandu Siyoto & Ali Sodik. Dasar Metode Penelitian. yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian HUKUM. Cet.ke 3. Jakarta: Ul. Press,
2008.

Solehuddin. “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang
Bekerja Di Bidang Konstruksi (Studi Di Proyek Pembangunan CV. Karya



Sejati Kabupaten Sampang).” Jurnal Universitas Brawijaya Malang (2013):
5.

Subagyo, Joko. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka
Cipta, 2004.

Sugiono. Metode Penelitian Pendekata Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
Bandung: Alfabeta, 2014.

Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” Jurnal lImu Hukum
Jambi 2, no. 1 (2011): 70.

Waluyo, Bambang. Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

. Pidana Dan Pemidanan. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Zainuddin Ali. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.




LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2235/In.39.6/PP.00.9/11/2021
Lamp.: -
Hal : Permohonan lzin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE
Di
Tempag

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MITA
Tempat/ Tgl. Lahir . Indoapping, 09 Agustus 1998
NIM . 17.2500.026

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan llmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Semester . IX (Sembilan)
Alamat . Indoapping, Desa Benteng, Kec. Lembang, Kab.
Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul:

“Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Figh
Jinayah (Analisis Putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan
terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

~ .~ Parepare, 30 November 2021
Dekan, '/

77N
L7,
F 4 L
r \\7/.

//j

k*""f‘ - Pea

\
\ N / Hj.'Rus’d‘é'ya Basri

,-\‘



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA 1SLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH D U HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Pareparegﬁslzl-xepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404

PO Box 909 Parepare 91100, website: www iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2163/In.39.6/PP.00.9/1 1/2021
Lamp. - -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

yth. WALIKOTA PAREPARE

gg. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
i

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MITA
Tempat/ Tgl. Lahir ¢ Indoapping, 09 Agustus 1998
NIM . 17.2500.026

Fakultas/ Program Studi : Syariah dan llmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Semester . IX (Sembilan)
Alamat : Indoapping, Desa Benteng, Kec. Lembang, Kab.
Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul:

“Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Figh
Jinayah (Analisis Putusan Nomor:198/Pid.Sus/2020/PN Pre)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan

terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

.~ Parepare, 17 November 2021
///:/ ~ Dekan,
NE @ ,{"ﬁ |
“\% Rl
R /Hj. Rusdaya Basri

N




SRN 1P0000789

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalun Veteran N 8 Te .
omor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email - dpniptsp@pareparckota g0.1d

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 791/1P/DPM-PTSP/11/2021

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18
% , "
limu Pengetahuan dan Telm:I:;]r: 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan

2. Peraturan Menteri Dalam N ,
Rekomendasi Penelitian, egeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan

3. .
ggﬂra;it;;an dWallkota Paf?DBFE No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan
n dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu.
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : MITA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA  : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan : FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / HUKUM PIDANA ISLAM
ALAMAT : INDOAPPING, KEC. LEMBANG, KAB. PINRANG

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai

berikut :

JUDUL PENELITIAN : PENERAPAN SANKSI KASUS MUCIKARI TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR PERSPEKTIF FIQH JINAYAH (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR :198/Pid.Sus/2020/PN Pre)

LOKASI PENELITIAN : PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 29 November 2021 s.d 29 Januari 2022

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
pada Tanggal : 29 November 2021

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19630808 198803 2 012

Biaya: Rp. 0.00

tl hukum yang sah | Batat
5 UL ITE No. 11 Tahun 2008 diosl e Elektronik dan/atau hasd cetaknya merupakan alat buktl dl:! mn:angBSrt | Sertifikasi
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Ktronik menggunakan Sertifikat Elektronlk yang dit 4 - | Elektronik
* Dokumen inl telah ditandatangani secard ':E:Lz \erdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

* Dokumen Ini dapat dibuktikan keaslannys



PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122

) Telp / Fax (0421) 21011 — 25807 .
Email : pnparepare@yahoo.com Website : wp,q_pg!smﬂ‘—’—'g

'SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/185/HK/I1/2022
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‘ Nim . 17.2500.026
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Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,
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| Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
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Benar-benar telah melakukan wawancara dan pengambilan data pada
tanggal 12 Desember 2021 di Pengadilan Negeri Parepare, guna melengkapi data
penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap
Anak di Bawah Umur Perspektif Figh Jinayah (Analisis Putusan

Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN Pre”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana

mestinya.
Parepare, 12 Desember 2021

Yang bersangkutan



Dokumentasi :

Gambar 2 & 3. Wawancara dengan Hakim Erwan. S.H



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pre
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sri Darmawati Alias Sri Alias Maser
Binti
Hendra
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 22 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan - Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Damis Kelurahan  Sumpang

Minangae Kecamatan Bacukiki Barat Kota
Parepare / Kost Mallolongeng Kabupaten

Sidrap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2020 berdasarkan surat perintah
penangkapan Nomor : Sp.Kap/112/VII/RES.1.24/2020/Reskrim tanggal 16 Juli
2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :



1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus
2020;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai
dengan tanggal 14 September 2020;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal
12 Oktober 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan
tanggal 4 November 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 5

November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samiruddin S.H., beralamat
di Jalan Jenderal Sudirman No 162 Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal
12 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI, tersebut :
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor
198/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Pre tanggal 6
Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di

persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa SRI DARMAWATI Alias SRI Alias MASER
Binti HENDARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) ke-2Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan
perdagangan orang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan

Kesatu Subsidair;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama
12 (duabelas) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,-
(enamratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan
dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan

perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Kombinasi merah dan ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang

pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sri Darmawati Alias Sri Alias Maser
Binti Hendra tidak sepenuhnya dipersalahkan tanpa keinginan
korban sendiri yang terjadi secara berulang-ulang sehingga tidak
sepantasnya tindak pidana sepperti yang didakwakan oleh Jaksa

Penuntut Umum hharus diterima begitu saja;



2. Memberikan hak-hak kepada Terdakwa Sri Darmawati Alias Sri
Alias Maser Binti Hendra agar dapat diringankan atas apa yang

dilakukan terhadap korban;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis

Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan :

Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;

P w0 DD PE

Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya

menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap
tanggapan Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap

pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SRI DARMAWATI Alias SRI Alias MASER, pada hari
dan tanggal yang tidak ketahui lagi sacara pasti pada bulan Maret tahun 2020
sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Kost 177 Jalan Ahmad Yani Kota Parepare
dan pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara pasti pada bulan Juni
tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani
KM.2 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare dan atau

setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, atau pada



waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Negeri Parepare yang berhak memeriksa dan mengadili, melakukan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan, atau posisi
rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain,
untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik
Indonesia, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ketahui lagi sacara pasti pada
bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kontrakan
terdakwa yaitu Kost 177 Jalan Ahmad Yani Kota Parepare, terdakwa menjual
anak korban SR kepada laki-laki yang berbeda dengan cara terdakwa membawa
dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Kabupaten
Sidenreng Rappang (SIDRAP) dan saat sampai di Kabupaten Sidrap terdakwa
membawa ke Penginapan untuk bertemu dengan Laki-laki yang ingin
menyewanya berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa
menyuruh anak SR masuk kedalam kamar laki-laki tersebut, lalu terdakwa
menuggu di tempat parkir penginapan dan setelah melayani laki-laki tersebut
berhubungan badan layaknya suami istri kemudian terdakwa membawa kembali

anak Korban SR ke kos Terdakwa di Kota Parepare;

Bahwa terdakwa menjual anak Korban SR kepada beberapa laki-laki untuk
disetubuhi layaknya suami istri di beberapa penginapan berbeda di Kabupaten
Sidrap sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu dengan tarif antara Rp.
300.000,- (tigaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (limaratus ribu
rupiah) dan terdakwa tidak memberikan gaji/ upah kepada anak korban SR
namun hanya memberikan makanan untuk sehari-hari dan uang hasil penjualan

tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;



Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM nomor :371/70/RSUD ANDI
MAKKASAU/IX/2020, Tanggal 22 Juli 2020 yang di keluarkan dan ditandatangani
oleh dr. ESA LESTARI ,Sp.OG, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Andi

Makkasau dengan hasil pemeriksaan terhadap SR ditemukan :

- Tampak robekan lama pada jalan lahir arah jam 14:00 dan 18:00.
- Tampak keputihan pada jalan lahir.
- Tampak tanda-tanda kehamilan pada jalan lahir agak warnamerah kebiruan.

- Hasil USG (+) kehamilan tunggal dalam rahim umur kehamilan 19-20

minggu.

- Robekan lama pada jalan lahir diduga akibat benturan benda tumpul disertai

kehamilan 20 minggu;

Bahwa usia anak korban SR pada saat kejadian masih berusia 14
(empatbelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor :7372-LT-25072013-
0023, dikeluarkan di Parepare pada tanggal 25 Juli 2013 menerangkan bahwa di
Parepare pada tanggal Duapuluh tujuh bulan Januari tahun Duaribu Enam telah
lahir SR anak ke dua, perempuan dari Ayah MUH. YUUS dan lbu ADRIANK,
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Drs. MUHAMMAD SAFRI Nip.1963062819831003;

Bahwa selanjutnya pada pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi
secara pasti pada bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di
Jalan Jendral Ahmad Yani KM.2 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang
Kota Parepare, yang diawali anak korban RR menanyakan kepada saksi
NABILA Alias PIPI Binti IRFAN dengan mengatakan “KAU KENALKAH YANG
DIBILANG MASER ? KALAU KO TAU KASE KENAL KA DULU” lalu saksi
NABILA Alias PIPI Binti IRFAN menghubungi terdakwa melalui telpon dan pada
malam harinya terdakwa datang anak korban RR lalu terdakwa membawa anak
korban RR bersama saksi NABILA Alias PIPI Binti IRFAN ke salah satu Cafe
yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), kemudian pada saat di



Cafe tersebut terdakwa memberikan obat yang disebut INSTAGRAM kepada
anak korban RR dan saksi NABILA Alias PIPI Binti IRFAN untuk diminum
kemudian terdakwa juga menyuruh anak korban RR untuk meminum minuman
keras dan berjoget sehingga mabuk berat, dan pada saat sadar anak korban RR
telah berada didepan pintu salah satu kamar WISMA RAMAI dan melihat
terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui
namanya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban RR masuk kedalam
kamar bersama laki-laki tersebut dan saat berada didalam kamar anak korban
bertanya “SIAPA KI ?” lalu laki-laki tersebut menjawab “SAYA ORANG YANG
SEWA KI” dan anak korban RR bertanya lagi “BERAPA KITA SEWAKAN KA”
lalu laki-laki tersebut menjawab “TIDAK ADA NA KASI KI TEMAN TA KAH ?
SUDAH SAYA BAYAR ITU “ lalu anak korban RR menjawab”TIDAK ADA
NAKASI KA”, setelah itu laki-laki tersebut menyuruh anak korban RRN untuk
berbaring diatas kasur kemudian langsung menyetubuhi anak korban seperti

layaknya suami istri;

Bahwa terdakwa telah menjual anak korban RR sebanyak 4 (empat) kali di
Kabupaten Sidrap kepada laki-laki yang berbeda untuk disetubuhi layaknya
suami istri dengan harga/ tarif sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah)
sampai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa tidak
memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada anak korban RR melainkan
terdakwa hanya memberi makanan sehari-hari dan uang hasil penjualan

tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM nomor : 371/47/RSUD ANDI
MAKKASAU/VII/2020, Tanggal 14/07/2020 vyang di keluarkan dan
ditandatangani oleh Dr. Hj. NURSIAH,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum
Andi Makkasau dengan hasil pemeriksaan terhadap RR ditemukan luka robek
lama selaput dara jam 08:00, 10:00 dan jam 16:00 : Luka robek lama pada

Selaput Dara kelainan itu diduga disebabkan oleh akibat gesekan benda tumpul;

Bahwa usia anak korban RR pada saat kejadian masih berusia 13
(tigabelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 05560/2010, dikeluarkan



di Balikpapan, tanggal 28 Juli 2010 menerangkan bahwa di Balikpapan pada
tanggal Duabelas bulan September tahun Duaribu Enam telah lahir RR jenis
kelamin perempuan anak ke enam dari |lbu RITA, yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil Kota Balikpapan Drs.
TATANG SUDIRJA,M.Si. Nip.196202151986021009;

Bahwa terdakwa memperdagangkan atau menjual anak korban SR dan
anak korban RR dengan cara menggunakan aplikasi MICHAT dan Whatsapp
yang ada di Handphonenya kemudian membagikan pesan serta foto kepada

semua pengguna khusus untuk wilayah yang telah terdakwa tentukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan
Pasal 2 ayat (1) ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007 tentang pemberantasan perdagangan orang jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SRI DARMAWATI Alias SRI Alias MASER, pada hari dan
tanggal yang tidak ketahui lagi sacara pasti pada bulan Maret tahun 2020 sekitar
pukul 17.00 wita bertempat di Kost 177 Jalan Ahmad Yani Kota Parepare dan
pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara pasti pada bulan Juni
tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani
KM.2 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare dan atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, atau pada
waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Negeri Parepare yang berhak memeriksa dan mengadili, melakukan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, peyalahgunaan kekuasaan, atau posisi
rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain,

yang mengakibatkan orang terseksploitasi, dalam hal perbarengan beberapa



perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri
sehingga merupakan beberapa kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara

sebagai berikut

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ketahui lagi sacara pasti pada bulan
Maret tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kontrakan terdakwa
yaitu Kost 177 Jalan Ahmad Yani Kota Parepare, terdakwa menjual anak korban
SR kepada laki-laki yang berbeda dengan cara terdakwa membawa dengan
menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Kabupaten Sidenreng
Rappang (SIDRAP) dan saat sampai di Kabupaten Sidrap terdakwa membawa
ke Penginapan untuk bertemu dengan Laki-laki yang ingin menyewanya
berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa menyuruh anak
korban SR masuk kedalam kamar laki-laki tersebut, lalu terdakwa menuggu di
tempat parkir penginapan dan setelah melayani laki-laki tersebut berhubungan
badan layaknya suami istri kemudian terdakwa membawa kembali anak Korban

SR ke kos Terdakwa di Kota Parepare;

Bahwa terdakwa menjual anak Korban SR kepada beberapa laki-laki untuk
disetubuhi layaknya suami istri di beberapa penginapan berbeda di Kabupaten
Sidrap sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu dengan tarif antara Rp.
300.000,- (tigaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (limaratus ribu
rupiah) dan terdakwa tidak memberikan gaji/ upah kepada anak korban SR
namun hanya memberikan makanan untuk sehari-hari dan uang hasil penjualan

tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM nomor :371/70/RSUD ANDI
MAKKASAU/IX/2020, Tanggal 22 Juli 2020 yang di keluarkan dan ditandatangani
oleh dr. ESA LESTARI ,Sp.OG, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Andi

Makkasau dengan hasil pemeriksaan terhadap SR ditemukan :

- Tampak robekan lama pada jalan lahir arah jam 14:00 dan 18:00.
- Tampak keputihan pada jalan lahir.

- Tampak tanda-tanda kehamilan pada jalan lahir agak warnamerah kebiruan.



- Hasil USG (+) kehamilan tunggal dalam rahim umur kehamilan 19-20
minggu.

- Robekan lama pada jalan lahir diduga akibat benturan benda tumpul disertai
kehamilan 20 minggu;

Bahwa usia anak korban SR pada saat kejadian masih berusia 14
(empatbelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor :7372-LT-25072013-
0023, dikeluarkan di Parepare pada tanggal 25 Juli 2013 menerangkan bahwa di
Parepare pada tanggal Duapuluh tujuh bulan Januari tahun Duaribu Enam telah
lahir SR anak ke dua, perempuan dari Ayah MUH. YUNUS dan Ibu ADRIANK,
yang ditandatangani oleh Kepala DinasTenaga Kerja, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Drs. MUHAMMAD SAFRI Nip.1963062819831003.

Bahwa selanjutnya pada pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi
secara pasti pada bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di
Jalan Jendral Ahmad Yani KM.2 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang
Kota Parepare, yang diawali anak korban RR menanyakan kepada saksi
NABILA Alias PIPI Binti IRFAN dengan mengatakan “KAU KENALKAH YANG
DIBILANG MASER ? KALAU KO TAU KASE KENAL KA DULU” lalu saksi
NABILA Alias PIPI Binti IRFAN menghubungi terdakwa melalui telpon dan pada
malam harinya terdakwa datang anak korban RR lalu terdakwa membawa anak
korban RR bersama saksi NABILA Alias PIPI Binti IRFAN ke salah satu Cafe
yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), kemudian pada saat di
Cafe tersebut terdakwa memberikan obat yang disebut INSTAGRAM kepada
anak korban RR dan saksi NABILA Alias PIPI Binti IRFAN untuk diminum
kemudian terdakwa juga menyuruh anak korban RR untuk meminum minuman
keras dan berjoget sehingga mabuk berat, dan pada saat sadar anak korban RR
telah berada didepan pintu salah satu kamar WISMA RAMAI dan melihat
terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui
namanya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban RR masuk kedalam
kamar bersama laki-laki tersebut dan saat berada didalam kamar anak korban
bertanya “SIAPA KI ?” lalu laki-laki tersebut menjawab “SAYA ORANG YANG
SEWA KI” dan anak korban RR bertanya lagi “BERAPA KITA SEWAKAN KA”



lalu laki-laki tersebut menjawab “TIDAK ADA NA KASI KI TEMAN TA KAH ?
SUDAH SAYA BAYAR ITU “ lalu anak korban RR menjawab”TIDAK ADA
NAKASI KA”, setelah itu laki-laki tersebut menyuruh anak korban RR untuk
berbaring diatas kasur kemudian langsung menyetubuhi anak korban seperti

layaknya suami istri;

Bahwa terdakwa telah menjual anak korban RR sebanyak 4 (empat) kali di
Kabupaten Sidrap kepada laki-laki yang berbeda untuk disetubuhi layaknya
suami istri dengan harga/ tarif sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah)
sampai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa tidak
memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada anak korban RR melainkan
terdakwa hanya memberi makanan sehari-hari dan uang hasil penjualan

tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM nomor :371/47/RSUD ANDI
MAKKASAU/VII/2020, Tanggal 14/07/2020 vyang di keluarkan dan
ditandatangani oleh Dr. Hj. NURSIAH,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum
Andi Makkasau dengan hasil pemeriksaan terhadap RR ditemukan luka robek
lama selaput dara jam 08:00, 10:00 dan jam 16:00 : Luka robek lama pada
Selaput Dara kelainan itu diduga disebabkan oleh akibat gesekan benda tumpul;

Bahwa usia anak korban RR pada saat kejadian masih berusia 13
(tigabelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor :05560/2010, dikeluarkan di
Balikpapan, tanggal 28 Juli 2010 menerangkan bahwa di Balikpapan pada
tanggal Duabelas bulan September tahun Duaribu Enam telah lahir RR jenis
kelamin perempuan anak ke enam dari Ibu RITA, yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil Kota Balikpapan Drs.
TATANG SUDIRJA,M.Si. Nip.196202151986021009;

Bahwa terdakwa memperdagangkan atau menjual anak korban SR dan anak
korban RR dengan cara menggunakan aplikasi MiCHAT dan Whatsapp yang
ada di Handphonenya kemudian membagikan pesan serta foto kepada semua

pengguna khusus untuk wilayah yang telah terdakwa tentukan.;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan
Pasal 2 ayat (1) ke-2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007 tentang pemberantasan perdagangan orang jo. Pasal 65 ayat (1)
KUHPidana.

ATAU
KEDUA :

Bahwa Terdakwa SRI DARMAWATI Alias SRI Alias MASER, pada hari dan
tanggal yang tidak ketahui lagi sacara pasti pada bulan Maret tahun 2020 sekitar
pukul 17.00 wita bertempat di Kost 177 Jalan Ahmad Yani Kota Pareparedan
pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi secara pasti pada bulan Juni
tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani
KM.2 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang Kota Parepare dan atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, atau pada
waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Negeri Parepare yang berhak memeriksa dan mengadili, menempatkan
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak, dalam hal
perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan
yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,dilakukan terdakwa

dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ketahui lagi sacara pasti pada bulan
Maret tahun 2020 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Kontrakan terdakwa
yaitu Kost 177 Jalan Ahmad Yani Kota Parepare, terdakwa menjual anak korban
SR kepada laki-laki yang berbeda dengan cara terdakwa membawa dengan
menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Kabupaten Sidenreng
Rappang (SIDRAP) dan saat sampai di Kabupaten Sidrap terdakwa membawa
ke Penginapan untuk bertemu dengan Laki-laki yang ingin menyewanya
berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa menyuruh anak

korban SR masuk kedalam kamar laki-laki tersebut, lalu terdakwa menuggu di



tempat parkir penginapan dan setelah melayani laki-laki tersebut berhubungan
badan layaknya suami istri kemudian terdakwa membawa kembali anak Korban

SR ke kos Terdakwa di Kota Parepare;

Bahwa terdakwa menjual anak Korban SR kepada beberapa laki-laki untuk
disetubuhi layaknya suami istri di beberapa penginapan berbeda di Kabupaten
Sidrap sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu dengan tarif antara Rp.
300.000,- (tigaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (limaratus ribu
rupiah) dan terdakwa tidak memberikan gaji/ upah kepada anak korban SR
namun hanya memberikan makanan untuk sehari-haridan uang hasil penjualan

tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM nomor :371/70/RSUD ANDI
MAKKASAU/1X/2020, Tanggal 22 Juli 2020 yang di keluarkan dan ditandatangani
oleh dr. ESA LESTARI ,Sp.OG, M.Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Andi

Makkasau dengan hasil pemeriksaan terhadap SR ditemukan :

- Tampak robekan lama pada jalan lahir arah jam 14:00 dan 18:00.

- Tampak keputihan pada jalan lahir.

- Tampak tanda-tanda kehamilan pada jalan lahir agak warnamerah
kebiruan.

- Hasil USG (+) kehamilan tunggal dalam rahim umur kehamilan 19-
20 minggu.

- Robekan lama pada jalan lahir diduga akibat benturan benda

tumpul disertai kehamilan 20 minggui;

Bahwa usia anak saksi SR pada saat kejadian masih berusia 14
(empatbelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor :7372-LT-25072013-
0023, dikeluarkan di Parepare pada tanggal 25 Juli 2013 menerangkan bahwa di
Parepare pada tanggal Duapuluh tujuh bulan Januari tahun Duaribu Enam telah
lahir SR anak ke dua, perempuan dari Ayah MUH. YUUS dan lbu ADRIANK,



yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Drs. MUHAMMAD SAFRI Nip.1963062819831003.

Bahwa selanjutnya pada pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi
secara pasti pada bulan Juni tahun 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di
Jalan Jendral Ahmad Yani KM.2 Kelurahan Ujung Baru Kecamatan Soreang
Kota Parepare, yang diawali anak korban RR menanyakan kepada saksi
NABILA Alias PIPI Binti IRFAN dengan mengatakan “KAU KENALKAH YANG
DIBILANG MASER ? KALAU KO TAU KASE KENAL KA DULU” lalu saksi
NABILA Alias PIPI Binti IRFAN menghubungi terdakwa melalui telpon dan pada
malam harinya terdakwa datang anak korban RR lalu terdakwa membawa anak
korban RR bersama saksi NABILA Alias PIPI Binti IRFAN ke salah satu Cafe
yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), kemudian pada saat di
Cafe tersebut terdakwa memberikan obat yang disebut INSTAGRAM kepada
anak korban RR dan saksi NABILA Alias PIPI Binti IRFAN untuk diminum
kemudian terdakwa juga menyuruh anak korban RR untuk meminum minuman
keras dan berjoget sehingga mabuk berat, dan pada saat sadar anak korban RR
telah berada didepan pintu salah satu kamar WISMA RAMAI dan melihat
terdakwa sedang berbicara dengan seorang laki-laki yang tidak diketahui
namanya, kemudian terdakwa menyuruh anak korban RR masuk kedalam
kamar bersama laki-laki tersebut dan saat berada didalam kamar anak korban
bertanya “SIAPA Kl ?” lalu laki-laki tersebut menjawab “SAYA ORANG YANG
SEWA KI” dan anak korban RR bertanya lagi “BERAPA KITA SEWAKAN KA”
lalu laki-laki tersebut menjawab “TIDAK ADA NA KASI KI TEMAN TA KAH ?
SUDAH SAYA BAYAR ITU “ lalu anak korban RR menjawab”TIDAK ADA
NAKASI KA”, setelah itu laki-laki tersebut menyuruh anak korban RR untuk
berbaring diatas kasur kemudian langsung menyetubuhi anak korban seperti

layaknya suami istri;

Bahwa terdakwa telah menjual anak korban RR sebanyak 4 (empat) kali di
Kabupaten Sidrap kepada laki-laki yang berbeda untuk disetubuhi layaknya

suami istri dengan harga/ tarif sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah)



sampai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa tidak
memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada anak korban RR melainkan
terdakwa hanya memberi makanan sehari-hari dan uang hasil penjualan tersebut

dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REVERTUM nomor :371/47/RSUD ANDI
MAKKASAU/VII/2020, Tanggal 14/07/2020 yang di keluarkan dan ditandatangani
oleh Dr. Hj. NURSIAH,Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau
dengan hasil pemeriksaan terhadap RR ditemukan luka robek lama selaput dara
jam 08:00, 10:00 dan jam 16:00 :Luka robek lama pada Selaput Dara kelainan itu

diduga disebabkan oleh akibat gesekan benda tumpul.

Bahwa usia anak korban RR pada saat kejadian masih berusia 13
(tigabelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran nomor :05560/2010, dikeluarkan di
Balikpapan, tanggal 28 Juli 2010 menerangkan bahwa di Balikpapan pada
tanggal Duabelas bulan September tahun Dua ribu Enam telah lahir RR jenis
kelaminperempuan anak ke enam dari Ilbu RITA, yang ditandatangani oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Capil Kota Balikpapan Drs.
TATANG SUDIRJA,M.Si. Nip.196202151986021009;

Bahwa terdakwa memperdagangkan atau menjual anak korban SR dan
anak korban RR dengan cara menggunakan aplikasi MICHAT dan Whatsapp
yang ada di Handphonenya kemudian membagikan pesan serta foto kepada

semua pengguna khusus untuk wilayah yang telah terdakwa tentukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan
Pasal 76l jo. Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum



telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.

RR, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan
BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan
dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual Anak Saksi kepada Laki-

laki lain dengan tujuan untuk disetubuht;

Bahwa Anak Saksi lupa tanggal peristiwa tersebut terjadi, namun pada
pertengahan bulan Juni 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di

Wisma Ramai Kabupaten Sidrap;

Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Anak Saksi pergi
meninggalkan rumah Anak Saksi di Kota Parepare tanpa sepengetahuan
orang tua dari Anak Saksi karena Anak Saksi ingin hidup mandiri, lalu
kemudian Anak Saksi tinggal di rumah teman Anak Saksi yang bernama
Pipit, setelah bersama Pipit, Anak Saksi lalu bertanya kepada Pipit “kau
kenalkah yang dibilang Maser ? kalau kau tau kasi kenal ka dulu”, lalu Pipit
langsung menghubungi Terdakwa dan pada malam harinya Anak Saksi
bertemu dengan Terdakwa, Lelaki Asraf, Lelaki Putra Aditya Alias Dion
dan Perempuan Nadia di depan Masjid Agung Kota Parepare;

Bahwa kemudian Anak Saksi diajak oleh Terdakwa ke Kabupaten Sidrap
dengan mengatakan “Ikut meki dek tinggal di kos saya, saya sudah jauh-
jauh jemput ki”, selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa pergi ke Kabupaten
Sidrap, setelah tiba di Kabupaten Sidrap, Terdakwa lalu mengajak Anak
Saksi ke Cafe Lestari dan saat itu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet

obat dan menyuruh Anak Saksi untuk meminum obat tersebut lalu



Terdakwa juga menyuruh Anak Saksi untuk meminum-minuman keras

hingga mabuk;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Anak Saksi di Wisma Ramai,
dan di depan pintu salah satu kamar di Wisma Ramai Anak Saksi melihat
ada seorang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal, kemudian Terdakwa
menyuruh Anak Saksi masuk ke dalam kamar, saat itu Anak Saksi melihat
Terdakwa berbicara dengan laki-laki tersebut, dan tidak lama laki-laki itu
masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar laki-laki tersebut
menyetubuhi Anak Saksi dengan cara laki-laki tersebut membuka pakaian
Anak Saksi dan juga pakaian yang digunakannya kemudian laki-laki
tersebut membaringkan Anak Saksi di atas tempat tidur lalu memasukkan
alat kelaminnya (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi
hingga air maninya (sperma) keluar dan ditumpahkan diluar, setelah itu
Anak Saksi memakai pakaian lalu keluar dari kamar tersebut selanjutnya
Anak Saksi kembali ke kost Terdakwa;

Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi kembali melakukan
persetubuhan dengan laki-laki yang berbeda sebanyak 3 (tiga) kali
pada waktu dan tempat kejadian yang berbeda-beda pula, masing-masing
untuk kejadian yang kedua dan ketiga di kamar kostnya Terdakwa dan

kejadian yang keempat di Kabupaten Enrekang;

Bahwa untuk waktu kejadian tersebut berselang 3 (tiga) sampai 5 (lima)
hari kemudian terjadi yang kedua dan ketiga kalinya, sedangkan yang
keempat kalinya terjadi setelah 1 (satu) minggu ketika Anak Saksi berada
di kost Terdakwa;

Bahwa Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut karena pernah ada
orang yang memberitahukan Anak Saksi, kalau Anak Saksi tidak

mengikuti atau menuruti perkataan Terdakwa, maka Anak Saksi akan



dipukuli oleh Terdakwa. Selain itu Anak Saksi mau bekerja dengan
Terdakwa karena Anak Saksi butuh uang dan Terdakwa menjanjikan
akan memberikan sejumlah uang kepada Anak Saksi setelah Anak Saksi

melayani/bersetubuh dengan laki-laki lain;

Bahwa Anak Saksi akhirnya pergi dari kostan Terdakwa karena saat
Anak Saksi hendak melayani seorang laki-laki di Enrekang, lelaki
tersebut tidak jadi menyetubuhi Anak Saksi karena kasihan terhadap
Anak Saksi yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun, kemudian
lelaki tersebut memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu
rupiah) kepada Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi menggunakan
uang tersebut untuk kembali ke Kota Parepare dan tinggal bersama
dengan Pipit selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya Anak Saksi
memutuskan untuk kembali ke rumah Orang tua Anak Saksi karena

Anak Saksi ingin bertobat;

Bahwa sesampainya di rumah, Anak Saksi lalu menceritkan
perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh Anak Saksi melakukan
persetubuhan dengan laki-laki lain sebanyak 4 (empat) kali pada
waktu dan tempat yang berbeda-beda kepada orang tua Anak Saksi.
Kemudian orang tua Anak Saksi lalu melaporkan perbuatan
Terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian agar diproses sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa Anak Saksi mengetahui dari beberapa lelaki yang pernah
menyetubuhi Anak Saksi, bahwa setelah bersetubuh dengan Anak Saksi,
para lelaki tersebut memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada
Terdakwa, namun selama kurang lebih sekitar seminggu Anak Saksi

tinggal bersama dengan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah memberikan



uang kepada Anak Saksi, dan hanya diberi makan serta tempat tinggal
saja, sedangkan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa sejak pertama kali bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi
telah mengetahui terlebih dahulu dari orang-orang yang Anak Saksi
kenal, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual anak-anak atau

perempuan kepada laki-laki lain;

- Bahwa selain Anak Saksi, Terdakwa juga mengajak Perempuan Nadia
tinggal bersama dengan Terdakwa dan mempekerjakan Perempuan
Nadia untuk melayani/bersetubuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Saksi masih berumur 13 (tiga belas)

tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi mengalami luka

robek pada bagian kemaluan (vagina) Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek
Vivo berwarna kombinasi merah dan ungu adalah handphone milik
Terdakwa;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat
bahwa keterangan Anak Saksi benar;

. PA, tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan
BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan

dengan masalah Terdakwa yang berprofesi sebagai mucikari telah



menjual Anak korban Risma Rahayu Alias Risma Binti Ramlan dan

Perempuan Nadia kepada laki-laki lain melalui Aplikasi We Chat;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan Juni 2020 sekitar
pukul 20.00 Wita, bertempat di Wisma Ramai Kabupaten Sidrap;

Bahwa Terdakwa menjual Anak korban Risma Rahayu sebanyak 4
(empat) kali kepada lelaki yang berbeda, pada waktu dan tempat

yang berbeda-beda;

Bahwa berawal ketika, Anak Saksi yang saat itu yang telah
mengenal dan berteman dengan Terdakwa, diminta oleh Terdakwa
agar bersama-sama dengan Lelaki Asraf dan Perempuan Nadia
menjemput Anak korban Risma Rahayu di depan Masjid Agung Kota
Parepare. Setelah bertemu dengan Anak korban Risma Rahayu,
Terdakwa lalu mengajak dan membawa Anak korban Risma Rahayu
ke Kabupaten Sidrap untuk bertemu dengan laki-laki lain yang telah
menunggu Anak korban untuk disetubuhi di sebuah Wisma, namun
Anak Saksi tidak megetahui apakah Anak korban memperoleh upah

berupa uang dari lelaki tersebut atau tidak;

Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi melihat dan mengetahui
bahwa Terdakwa menyuruh Anak korban Risma Rahayu untuk
berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali dengan laki-laki lain di
kostan Terdakwa, akan tetapi Anak Saksi tidak mengetahui apakah
Anak korban Risma Rahayu menerima bayaran dari lelaki tersebut

atau tidak;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta agar Anak Saksi, bersama
dengan Terdakwa dan Lelaki Asraf agar ikut mengantarkan Anak
korban Risma Rahayu ke Kabupaten Enrekang, karena sebelumnya

Terdakwa mengatakan bahwa ada laki-laki yang



membooking/memesan Anak korban Risma Rahayu melalui Aplikasi
We Chat Terdakwa. Setelah tiba di Enrekang, Terdakwa lalu
menurunkan Anak korban Risma Rahayu di pinggir jalan di sebuah
warung dimana di dalam warung tersebut lelaki yang telah memesan
Anak korban Risma Rahayu telah menunggu. Selanjutnya Terdakwa
bersama dengan Anak Saksi dan Lelaki Asraf lalu pergi
meninggalkan Anak korban Risma Rahayu bersama dengan lelaki

tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Lelaki Asraf
jalan-jalan di Enrekang dan di dalam perjalanan Terdakwa
menyampaikan kepada Anak Saksi bahwa sebelumnya lelaki yang
memesan Anak korban Risma Rahayu telah memberikan/transfer
uang sejumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah digunakan
Terdakwa untuk perjalanan ke Enrekang dan sisa uang sejumlah
Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan cash/tunai oleh lelaki
tersebut kepada Terdakwa dan digunakan Terdakwa untuk membeli

minuman keras dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa uang dengan total sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua
ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang tarif yang diberikan lelaki
tersebut kepada Terdakwa agar dapat bersetubuh dengan Anak

korban Risma Rahayu;

Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban Risma Rahayu tidak

pernah kembali ke kostan Terdakwa;

Bahwa selama bekerja dan tinggal dengan Terdakwa, Terdakwa
tidak pernah meberikan uang dan barang kepada Anak korban
Risma Rahayu, melainkan Terdakwa hanya memberikan makanan

dan tempat tinggal saja.



- Bahwa setahu Saksi, selain Anak korban Risma Rahayu, Perempuan
Nadia juga tinggal bersama dengan Terdakwa. Selain itu Terdakwa
juga menyuruh Perempuan Nadia untuk berhubungan badan dengan
laki-laki lain, namun Anak Saksi tidak mengetahui apakah
Perempuan Nadia mendapatkan upah berupa uang dari Terdakwa
atau tidak;

- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh pihak Kepolisian setelah
dilaporkan oleh orang tua Anak korban Risma Rahayu yang
sebelumnya telah datang mencari Anak korban Risma Rahayu di

kostan Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian Anak korban Risma Rahayu masih berumur 13

(tiga belas tahun);

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang
diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek
Vivo berwarna kombinasi merah dan ungu adalah handphone milik

Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

. Rita_Susilawati _Alias _Rita Binti_Syamsuddin, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP

pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan
masalah Terdakwa yang telah menjual Anak dari Saksi yakni Anak
korban Risma Rahayu kepada laki-laki lain dengan tujuan untuk
disetubunhi;



- Bahwa berawal ketika sekitar bulan Juni 2020, Anak korban Risma
Rahayu yang sebelumnya tinggal bersama dengan Saksi dan kakaknya,
pergi meninggalkan rumah. Sejak Anak korban Risma Rahayu pergi dari
rumah dan tidak diketahui keberadaannya, Saksi selaku Ibu Kandung dari
Anak korban lalu mencari Anak korban Risma Rahayu di berbagai tempat
namun Saksi tidak menemukan Anak korban. Kemudian Saksi mencoba
menghubungi Anak korban dengan mengirimkan pesan singkat (SMS)
dan juga menelpon Anak korban namun Anak korban tidak pernah
membalas SMS dan mengangkat telepon Saksi, hingga akhirnya tetangga
dari Saksi memperlihatkan rekaman video kepada Saksi, dimana Saksi
melihat di dalam video tersebut Anak korban Risma Rahayu sedang
merokok dan meminum minuman keras. Melihat hal tersebut Saksi lalu
pergi ke kantor Polisi dan melaporkan kejadian tersebut agar dapat
diselidiki dan ditindaklanjuti;

- Bahwa kemudian, Saksi bersama dengan Polisi mendatangi Kostan
Terdakwa karena sebelumnya orang tua dari Lelaki Putra Aditya Alias
Dion menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak korban Risma Rahayu
tinggal bersama dengan Terdakwa di kostannya, nhamun setelah tiba di
kostan Terdakwa Saksi tidak menemukan Anak korban Risma Rahayu

karena Anak korban sudah tidak tinggal bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian tepatnya pada bulan Juli 2020,
Saksi bertemu dengan Anak korban Risma Rahayu di kantor Polisi, saat
itu Ibu dari Lelaki Putra Aditya Alias Dion yang membawa Anak korban
Risma Rahayu ke kantor Polisi dan Ibu dari Lelaki Putra Aditya Alias Dion
menceritkan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjual dan menyuruh

Anak korban Risma Rahayu bersetubuh dengan beberapa orang lelaki;

- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, Anak korban Risma Rahayu



masih berumur 13 (tiga belas) tahun;

Bahwa akibat perbuatan Terdawa, Anak korban mengalami luka robek
pada bagian kemaluan (vagina), selain itu Anak korban merasa malu dan
tidak mau melanjutkan pendidikannya (sekolah) lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar;

4. SR, keterangan Saksi dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia

untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa saksi bisa membaca dan menulis huruf latin serta mengerti

berbahasa Indonesia;

Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah
di jual oleh Terdakwa kepada laki-laki lain;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi

namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui nama laki-laki tempat

Terdakwa menjual saksi;

Bahwa pertama kali saksi dijual oleh Terdakwa kepada lelaki yang tidak
saksi kenal yaitu pada bulan Maret 2020 (saksi lupa tanggal di salah satu

penginapan Kab. Sidrap);
Bahwa waktu itu saksi berumur 14 tahun;

Bahwa awalnya pada bulan Maret (saksi lupa tanggal dan harinya) saat itu

saksi ingin mengantar pulang teman saksi dengan menggunakan sepeda



motor namun ditengah jalan tiba-tiba sepeda motor saksi rusak sehingga
saksi membawa sepeda motor tersebut ke bengkel yang ada di Jalan
Ahmad Yani Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kota Parepare untuk diperbaiki.
Dan saat sepeda motor saksi diperbaki tiba-tiba saksi melihat Terdakwa
berboncengan dengan teman saksi yang bernama laki-laki Rosi sehingga
Laki-laki Rosi dan Terdakwa singgah di depan bengkel. Kemudian saksi
ikut bersama Laki-laki Rosi dan Terdakwa ke kostnya di KOST 177
Parepare. Sesampainya di kost tersebut saksi diberi makan dan Terdakwa
menyuruh saksi untuk bermalam di  kostnya. Namun keesokan harinya
sekitar pukul 17.00 Wita saksi diajak oleh Terdakwa ke Kab. Sidrap. Dan
saat tiba di Kab. Sidrap Terdakwa langsung membawa saksi ke salah satu
kamar penginapan yang ada disana. Lalu saksi disuruh untuk masuk ke
dalam kamar tersebut. Dan saat tu saksi kaget karena di dalam kamar
tersebut ada seorang laki-laki yang saksi tidak kenal. Dan laki-laki tersebut
berkata “tidak na tanyako Sri ? Sudah ka sewa ko”. Setelah laki-laki itu
berbicara, dia langsung membaringkan saksi di atas kasur lalu kemudian
menyetubuhi saksi. Setelah saksi disetubuhi, saksi langsung keluar dan
masuk ke dalam mobil Terdakwa. Kemudian kami kembali ke Parepare

tepatnya di kost 177 Parepare;

Bahwa saksi di Sidrap hanya 1 (satu) jam karena saksi selalu bolak-balik
(PP) dari Sidrap ke kost 177 Parepare bersama dengan Terdakwa;

Bahwa saksi tinggal di kost 177 Parepare selama 1 (satu) minggu
bersama dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang bernama

Putri Ayu dan Irda;

Bahwa selama 1 (satu) minggu tersebut Terdakwa sudah menjual saksi

sebanyak 5 (lima) kali kepada laki-laki yang berbeda;



Bahwa saksi dijual di Kab. Sidrap saja dengan tempat penginapan yang
berbeda-beda;

Bahwa saksi tidak mengetahui berapa tarif yang diberikan oleh Terdakwa

saat menjual saya ke laki-laki lain;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan saksi upah atau gaji setelah
menjual saksi kepada orang lain tetapi Terdakwa hanya memberi saksi

makanan untuk sehari-hari saksi;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual saksi yaitu untuk
mendapatkan uang;

Bahwa saksi tidak tahu cara Terdakwa menjual saksi karena setiap
Terdakwa menjual saksi, Terdakwa langsung membawa saksi ke

penginapan tanpa memberitahu saksi terlebih dahulu;

Bahwa saksi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki
yang saksi tidak kenal tersebut;

Bahwa saksi tidak pernah diberikan upah/gaji oleh laki-laki tersebut karena
uang sewanya telah diberikan kepada Terdakwa,;

Bahwa ada orang lain yang juga ikut dijual oleh Terdakwa yaitu

Perempuan Putri Ayu;

Bahwa saksi merasa dirugikan dengan adanya kejadian ini karena
Terdakwa telah menjual saksi kepada laki-laki yang tidak saksi kenal
tanpa memberikan saksi upah;

Bahwa tidak ada orang lain ikut serta membantu Terdakwa saat menjual

saksi kepada laki-laki lain, hanya Terdakwa sendiri;

Bahwa saksi tidak mengenali saat diperlihatkan Perempuan bermana

Risma;



Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang saksi perlu tambahkan

sehubungan dengan pemeriksaan ini;

Bahwa keterangan yang saksi berikan semuanya benar dan dapat saksi

pertanggungjawabkan kebenarannya;

Bahwa saksi tidak pernah dibujuk, ditekan dan dipaksa memberikan

keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan
pendapat bahwa Anak Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi mau
dijual oleh Terdakwa kepada laki-laki lain, bahwa Anak Saksi sendiri
yang meminta kepada Terdakwa untuk dijual kepada laki-laki lain,
bahwa uang hasil pemberian laki-laki tersebut juga dinikmati oleh
Anak Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi

yang meringankan (Saksi a decharge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan semua
keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian

sudah benar;

Bahwa tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian

adalah benar tanda tangan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan
masalah Terdakwa yang telah menjual Anak korban Salwa Ramadani
Alias Salwa Binti Muh. Yunus dan Anak korban Risma Rahayu Alias
Risma Binti Ramlan kepada beberapa orang lelaki dengan tujuan untuk
disetubunhi;



Bahwa pada akhir tahun 2019, berawal ketika adik dari Terdakwa yakni
Perempuan Indah, sering membawa Anak korban Salwa datang ke
rumah Terdakwa di Jalan Damis Kelurahan Sumpang Minangae,
akhirnya Terdakwa berkenalan dengan Anak korban. Setelah 1 (satu)
bulan kemudian di awal tahun tepatnya bulan Januari tahun 2020 pada
siang hari Terdakwa lalu membawa Anak korban Salwa ke Kabupaten
Sidrap dengan cara membonceng Anak korban Salwa menggunakan
sepeda motor, setibanya dii Kabupaten Sidrap Terdakwa lalu
mengenalkan Anak korban Salwa kepada salah seorang teman laki-laki
Terdakwa dengan tujuan untuk melakukan persetubuhan layaknya

hubungan suami-isteri;

Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena sebelumnya sudah
ada pembicaraan antara Terdakwa dengan teman lelaki Terdakwa
tersebut melalui handphone milik Terdakwa dengan menggunakan
Aplikasi Whatsapp dimana lelaki tersebut meminta kepada Terdakwa
agar mencarikan perempuan untuk dapat disetubuhi dengan
bayaran/tarif sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu
Terdakwa mengatakan ada dan menawarkan Anak korban Salwa

kepada lelaki tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejulmah Rp500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) dari lelaki tersebut, Terdakwa lalu menyerahkan Anak

korban Salwa kepada lelaki tersebut untuk disetubuhi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali membawa dan mempertemukan
Anak korban untuk kedua hingga kelima kali kepada beberapa lelaki lain
di tempat dan waktu yang berbeda-beda dengan tujuan untuk disetubuhi
dengan tarif yang sama yakni Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

sehingga total uang yang Terdaakwa peroleh dari hasil menjual Anak



korban Salwa kepada beberapa lelaki sejumlah Rp2.500.000.,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Anak korban disetubuhi, Terdakwa tidak pernah
memberikan uang-uang tersebut kepada Anak korban Salwa melainkan
Terdakwa hanya membelikan pakaian dan makanan untuk Anak korban
Salwa, selebihnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli

kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Bahwa saat menjual Anak korban Salwa, Terdakwa tidak
mengetahui umur dari Anak korban Salwa namun setahu Terdakwa

Anak korban Salwa belum pernah menikabh;

Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020, Perempuan Pipit yang
merupakan teman Terdakwa, menelpon Terdakwa dan
menyampaikan bahwa teman dari Perempuan Pipit yakni Anak
korban Risma sedang mencari pekerjaan dan meminta agar
Terdakwa menerima Anak korban Risma untuk bekerja dengan
Terdakwa, lalu Terdakwa meminta agar Perempuan Pipit
mengirimkan foto Anak korban Risma kepada Terdakwa;

Bahwa seminggu kemudian Anak korban Risma menghubungi
Terdakwa dengan mengirim pesan melalui Aplikasi Facebook dan
minta agar Terdakwa menjemput Anak korban Risma di depan
Masjid Agung Kota Parepare, selanjutnya Terdakwa bersama
dengan Lelaki Asraf dan Perempuan Pipit dengan menggunakan
mobil menjemput Anak korban Risma. Setelah itu Terdakwa
membawa Anak korban Risma ke Kabupaten Sidrap tepatnya di
Café Lestari lalu ke Wisma Ramai untuk bertemu dengan seorang
laki-laki yang sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa melalui
Aplikasi Whatsapp untuk membawa Anak korban Risma dimana



sebelumnya Terdakwa telah mengirimkan foto Anak korban kepada
lelaki tersebut dengan tujuan untuk disetubuhi dengan tarif/bayaran
sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah itu Anak korban Risma lalu masuk bersama dengan
lelaki tersebut kedalam kamar di Wisma dan bersetubuh layaknya
hubungan suami-isteri sekitar 30 (tiga puluh) menit. Setelah itu

Anak korban Risma kembali bersama Terdakwa ke Kota Parepare;

Bahwa selanjutnya untuk kejadian kedua tepatnya berselang dua
hari dari kejadian pertama, Terdakwa memposting foto Anak korban
Risma pada Aplikasi MiChat dan ada lelaki yang mau menyewa
dan bersetubuh dengan Anak korban Risma dengan tarif/bayaran
sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu untuk kejadian
ketiga dan keempat Terdakwa menjual Anak korban Risma dengan
cara yang sama pada lelaki yang berbeda dengan waktu dan
tempat yang berbeda namun tariff/bayarannya sama yakni masing-
masing sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;

Bahwa Terdakwa telah 4 (empat) kali menjual Anak korban Risma
kepada lelaki yang berbeda-beda dan total uang yang Terdakwa
peroleh dari hasil penjualan Anak korban Risma sejumlah
Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah;

Bahwa selama tinggal dan bekerja dengan Terdakwa, Terdakwa
tidak pernah memberikan uang kepada Anak korban Risma,
Terdakwa hanya memberikan makan dan tempat tinggal untuk

Anak korban Risma;

Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari hasil menjual Anak
korban Salwa dan Anak korban Risma, digunakan Terdakwa untuk

menyewa mobil, membeli makanan dan minuman keras;



- Bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, Anak korban Risma Rahayu

masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan belum pernah menikah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna kombinasi merah dan

ungu;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi yang digunakan
sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut
Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor :
371/70/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2020, Tanggal 22 Juli 2020 yang di
keluarkan dan ditandatangani oleh dr. ESA LESTARI ,Sp.OG, M.Kes dokter
pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau dengan hasil pemeriksaan terhadap
Anak korban SALWA RAMADANI ditemukan :

- Tampak robekan lama pada jalan lahir arah jam 14:00 dan 18:00.
- Tampak keputihan pada jalan lahir.
- Tampak tanda-tanda kehamilan pada jalan lahir agak warnamerah kebiruan.

- Hasil USG (+) kehamilan tunggal dalam rahim umur kehamilan 19-20

minggu.

- Robekan lama pada jalan lahir diduga akibat benturan benda tumpul disertai

kehamilan 20 minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan bukti
surat berupa Visum Et Repertum Nomor 371/47/RSUD  ANDI
MAKKASAU/VII/2020, Tanggal 14/07/2020 yang di keluarkan dan ditandatangani
oleh Dr. Hj. NURSIAH, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau



dengan hasil pemeriksaan terhadap RR ditemukan luka robek lama selaput dara
jam 08:00, 10:00 dan jam 16:00 : Luka robek lama pada Selaput Dara kelainan

itu diduga disebabkan oleh akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti
surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-25072013-0023,
dikeluarkan di Parepare pada tanggal 25 Juli 2013 menerangkan bahwa di
Parepare pada tanggal Duapuluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu Enam telah
lahir SR anak ke dua, perempuan dari Ayah MUH. YUNUS dan Ibu ADRIANK,
yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Drs. MUHAMMAD SAFRI Nip.1963062819831003 dan foto copy
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05560/2010, dikeluarkan di Balikpapan, tanggal
28 Juli 2010, yang menerangkan bahwa di Balikpapan pada tanggal Duabelas
bulan September tahun Duaribu Enam telah lahir RR jenis kelamin perempuan
anak ke enam dari Ibu RITA, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Kependudukan dan Capil Kota Balikpapan Drs. TATANG SUDIRJA,M.Si.
Nip.1962021519860210009;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam berita acara persidangan perkara ini
dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan

ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh Anak korban
Anak korban SR untuk bersetubuh dengan beberapa laki-laki di
beberapa penginapan berbeda di Kabupaten Sidrap sebanyak 5 (lima)
kali dalam 1 (satu) minggu dengan tarif antara Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

terdakwa tidak memberikan gaji/ upah kepada anak korban SR namun



hanya memberikan makanan untuk sehari-hari dan uang hasil

penjualan tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Terdakwa menjual anak korban SR kepada laki-laki yang
berbeda dengan cara terdakwa membawa dengan menggunakan
sepeda motor berboncengan menuju ke Kabupaten Sidenreng
Rappang (SIDRAP) dan saat sampai di Kabupaten Sidrap terdakwa
membawa ke Penginapan untuk bertemu dengan Laki-laki yang ingin
menyewanya berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian
terdakwa menyuruh anak korban SR masuk kedalam kamar laki-laki
tersebut, lalu terdakwa menuggu di tempat parkir penginapan dan
setelah melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami
istri kemudian terdakwa membawa kembali anak Korban SR ke kos

Terdakwa di Kota Parepare;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban RR untuk
bersetubuh dengan laki-laki lain layaknya suami-isteri sebanyak 4
(empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda dengan lelaki
berbeda-beda pula, masing-masing untuk kejadian pertama terjadi
pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Wisma Ramai Kabupaten
Enrekang, kejadian yang kedua dan ketiga di kamar kostnya Terdakwa di
Kota Parepare dan kejadian yang keempat di Kabupaten Enrekang, dengan
harga/ tarif sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai
dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa tidak
memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada anak korban RR
melainkan terdakwa hanya memberi makanan sehari-hari dan uang
hasil penjualan tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-

hari;



Bahwa Terdakwa menjual anak korban SR dan anak korban RR dengan
cara menggunakan aplikasi MICHAT dan Whatsapp yang ada di
Handphonenya kemudian membagikan pesan serta foto kepada
semua pengguna khusus untuk wilayah yang telah terdakwa tentukan,
setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak korban SR dan Anak korban
RR kepada beberapa lelaki yang telah menunggu di lokasi penginapan
yang telah ditentukan sebelumnya melalui Aplikasi MICHAT dan
Whatsaap;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban SR Hamil dengan usia
kandungan 8 (delapan) bulan, sebagaiamana diterangkan dalam surat
berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 371/70/RSUD ANDI
MAKKASAU/1X/2020, Tanggal 22 Juli 2020 yang di keluarkan dan
ditandatangani oleh dr. ESA LESTARI ,Sp.OG, M.Kes dokter pada
Rumah Sakit Umum Andi Makkasau. Sedangkan Anak korban RR,
mengalami luka robek lama pada kemaluan (vaginanya) sebagaimana
diterangkan dalam surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor
371/47/RSUD ANDI MAKKASAU/VII/2020, Tanggal 14/07/2020 yang
di keluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Hj. NURSIAH, Sp.OG dokter
pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau;

Bahwa saat kejadian Anak korban SR, masih berusia 14 (empat belas)
tahun sebagaimana diterangkan dalam foto copy Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 7372-LT-25072013-0023, dikeluarkan di Parepare pada
tanggal 25 Juli 2013 menerangkan bahwa di Parepare pada tanggal
Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu Enam telah lahir SR.
sedangkan Anak korban RR masih berusia 13 (tiga belas) tahun,
sebagaimana diterangkan dalam foto copy Kutipan Akta Kelahiran
Nomor : 05560/2010, dikeluarkan di Balikpapan, tanggal 28 Juli 2010,



yang menerangkan bahwa di Balikpapan pada tanggal Dua belas
bulan September tahun Duaribu Enam telah lahir RRR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76l Jo. Pasal 88 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
Anak. Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. “Setiap orang”’;

2. “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh
melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi

dan/atau seksual terhadap Anak”.

3. “Dalam hal perbarengan beberpa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

kejahatan”

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah
siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban
yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung
jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut
tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya
atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam

menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh
Penuntut Umum seorang Perempuan sebagai terdakwa yang bernama Sri
Darmawati Alias Sri Alias Maser Binti Hendra, yang atas pertanyaan Hakim,
terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai
dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta
sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim
merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai
terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan

tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan
menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula
pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab
dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu
menurut Hakim terdakwa Sri Darmawanti Alias Sri Maser Binti Hendra,
adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek
hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

maka Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur_ “Dilarang _menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara

ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa secara umum unsur ini terdiri dari penggabungan
beberapa perbuatan berbeda dan oleh Majelis Hakim akan

dipertimbangkan secara bersama-sama dalam satu unsur dengan terlebih



dahulu Majelis Hakim akan mendefenisikan masing-masing sub unsur
yang ada secara terpisah untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan
fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat

dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan” adalah
bahwa memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja) menentukan tempatnya.
Dengan demikian “dilarang” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut

tidak diperbolehkan untuk berbuat atau melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membiarkan” adalah
tidak menghiraukan. Orang yang melakukan adalah orang yang sendirian
telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak
pidana. Sementara “menyuruh melakukan” adalah orang yang menyuruh
orang lain (yang tidak dapat dipertangungjawabkan) untuk melakukan
suatu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta
melakukan” adalah dua orang atau lebih yang melakukan secara

bersama-sama suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 UU 35/2014 dijelaskan yang
dimaksud dengan ‘“dieksploitasi secara ekonomi” dan “dieksploitasi secara
seksual” sebagai berikut: “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan
atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik
serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi
organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak
oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil sedangkan yang
dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk

pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk



mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan

pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa Sri
Darmawati Alias Sri Alias Maser Binti Hendra, melakukan perbuatan-
perbuatan sebagaimana diuraikan pada defenisi tersebut di atas Majelis

Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling
bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan fakta yang terungkap
dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyuruh
Anak korban Anak korban SR untuk bersetubuh dengan beberapa laki-laki
di beberapa penginapan berbeda di Kabupaten Sidrap sebanyak 5 (lima)
kali dalam 1 (satu) minggu dengan tarif antara Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan
terdakwa tidak memberikan gaji/ upah kepada anak korban SR namun
hanya memberikan makanan untuk sehari-hari dan uang hasil penjualan
tersebut dinikmati terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya
Terdakwa menjual anak korban SR kepada laki-laki yang berbeda dengan
cara terdakwa membawa dengan menggunakan sepeda motor
berboncengan menuju ke Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) dan
saat sampai di Kabupaten Sidrap terdakwa membawa ke Penginapan
untuk bertemu dengan Laki-laki yang ingin menyewanya berhubungan

badan layaknya suami istri, kemudian terdakwa menyuruh anak korban



SR masuk kedalam kamar laki-laki tersebut, lalu terdakwa menuggu di
tempat parkir penginapan dan setelah melayani laki-laki tersebut
berhubungan badan layaknya suami istri kemudian terdakwa membawa

kembali anak Korban SR ke kos Terdakwa di Kota Parepare;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban RR
untuk bersetubuh dengan laki-laki lain layaknya suami-isteri sebanyak 4
(empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda dengan lelaki
berbeda-beda pula, masing-masing untuk kejadian pertama terjadi pada
bulan Juni tahun 2020 bertempat di Wisma Ramai Kabupaten Enrekang,
kejadian yang kedua dan ketiga di kamar kostnya Terdakwa di Kota Parepare
dan kejadian yang keempat di Kabupaten Enrekang, dengan harga/ tarif
sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa tidak memberikan uang hasil
penjualan tersebut kepada anak korban RR melainkan terdakwa hanya
memberi makanan sehari-hari dan uang hasil penjualan tersebut dinikmati

terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual anak korban SR dan anak
korban RR dengan cara menggunakan aplikasi MICHAT dan Whatsapp
yang ada di Handphonenya kemudian membagikan pesan serta foto
kepada semua pengguna khusus untuk wilayah yang telah terdakwa
tentukan, setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak korban SR dan Anak
korban RR kepada beberapa lelaki yang telah menunggu di lokasi
penginapan yang telah ditentukan sebelumnya melalui Aplikasi MICHAT
dan Whatsaap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak korban SR
Hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, sebagaiamana

diterangkan dalam surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor :



371/70/RSUD ANDI MAKKASAU/IX/2020, Tanggal 22 Juli 2020 yang di
keluarkan dan ditandatangani oleh dr. ESA LESTARI ,Sp.OG, M.Kes
dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau. Sedangkan Anak
korban RR, mengalami luka robek lama pada kemaluan (vaginanya)
sebagaimana diterangkan dalam surat berupa hasil Visum Et Repertum
Nomor 371/47/RSUD ANDI MAKKASAU/VII/2020, Tanggal 14/07/2020
yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Hj. NURSIAH, Sp.OG
dokter pada Rumah Sakit Umum Andi Makkasau;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah
persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak, dari fakta hukum
persidangan yang telah dipertimbangan di atas dengan tindak pidana
sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum yang terjadi pada
tahun 2020, bila mana dihubungkan dengan alat bukti surat berupa
fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-25072013-0023,
dikeluarkan di Parepare pada tanggal 25 Juli 2013 menerangkan bahwa di
Parepare pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu
Enam. Sehingga pada saat kejadian tersebut Anak korban SR masih
berusia 14 (empat belas) tahun, dan alat bukti berupa foto copy Kutipan
Akta Kelahiran Nomor : 05560/2010, dikeluarkan di Balikpapan, tanggal
28 Juli 2010, yang menerangkan bahwa di Balikpapan pada tanggal Dua
belas bulan September tahun Duaribu Enam. Sehingga pada saat
kejadian Anak korban RR, masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Fakta
mana membuktikan bahwa Anak korban SR dan RR adalah termasuk
Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketentuan Umum butir ke-1
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
mendefenisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan

belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, majelis
hakim berpendapat unsur hukum “Dilarang menempatkan, membiarkan,
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi

secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dalam hal perbarengan beberpa perbuatan yang harus

dipandang sebagai _perbuatan vang berdiri__sendiri__sehingga

merupakan beberapa kejahatan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban SR dan
Anak korban RR serta keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah
melakukan perbuatan menyuruh Anak korban Anak korban SR untuk
bersetubuh dengan beberapa laki-laki di beberapa penginapan berbeda di
Kabupaten Sidrap sebanyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu dengan
tarif antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.
500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memberikan gaji/
upah kepada anak korban SR namun hanya memberikan makanan untuk
sehari-hari dan uang hasil penjualan tersebut dinikmati terdakwa untuk
kebutuhan sehari-hari. Bahwa Terdakwa menjual anak korban SR kepada
laki-laki yang berbeda dengan cara terdakwa membawa dengan
menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke Kabupaten
Sidenreng Rappang (SIDRAP) dan saat sampai di Kabupaten Sidrap
terdakwa membawa ke Penginapan untuk bertemu dengan Laki-laki yang
ingin menyewanya berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian
terdakwa menyuruh anak korban SR masuk kedalam kamar laki-laki
tersebut, lalu terdakwa menuggu di tempat parkir penginapan dan setelah
melayani laki-laki tersebut berhubungan badan layaknya suami istri
kemudian terdakwa membawa kembali anak Korban SR ke kos Terdakwa

di Kota Parepare;



Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban RR
untuk bersetubuh dengan laki-laki lain layaknya suami-isteri sebanyak 4
(empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda dengan lelaki
berbeda-beda pula, masing-masing untuk kejadian pertama terjadi pada
bulan Juni tahun 2020 bertempat di Wisma Ramai Kabupaten Enrekang,
kejadian yang kedua dan ketiga di kamar kostnya Terdakwa di Kota Parepare
dan kejadian yang keempat di Kabupaten Enrekang, dengan harga/ tarif
sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa tidak memberikan uang hasil
penjualan tersebut kepada anak korban RR melainkan terdakwa hanya
memberi makanan sehari-hari dan uang hasil penjualan tersebut dinikmati

terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terlihat bahwa
dalam perkara aquo terdakwa melakukan perbuatannya terhadap subjek
yang berbeda sehingga perbuatan terdakwa berdiri sendiri terhadap
masing-masing subjek, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut
Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan. Sehingga dengan
demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja
menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap
anak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
perlindungan Anak. Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan



alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah
dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan
perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang
menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan
Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas
perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 761 Jo.
Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang perubahahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga
selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana
denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda
maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda
tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana
ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus
dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih
lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan
untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap
berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek
Vivo warna kombinasi merah dan ungu yang telah dipergunakan untuk

melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada
Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan
yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan
anak korban SR dan Anak korban RR;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain

Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang
memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan
dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat
dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya
(strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 761 Jo. Pasal 88 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan
Anak. Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 (KUHAP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Darmawati Alias Sri Alias Maser Binti Hendra
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan Tindak pidana “ Telah Melakukan Beberapa Kejahatan



Mengeksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual Terhadap Anak”,

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar
Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika
denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2
(dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang
dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo warna kombinasi merah dan

ungu;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Parepare pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh
Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristiana Ratna Sari Dewi,
S.H. dan Rini Ariani Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Muhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare
dengan dihadiri oleh Rahmat, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Parepare dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kristiana Ratnha Sari Dewi, S.H. Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.,

Rini Ariani Said, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.
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